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ABSTRAK

Nama : Akhmad Muhari
Program Studi : llmu hukum
Judul . Praktek MonopoliJasa Layanan Taksi Bandara: Studi Ka

Terhadap Putusan-Putusan KPPU Tentang Pelanggasal P
17 UU Nomor 5 Tahun 1999

Praktek monopoli merupakan kegiatan yang dilaraatard hukum persaingan
apabila menimbulkan dampak. Praktek monopoli diatalam Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan PraW@kopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam pigrab praktek monopoli
adalah pendekatarule of reason, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) harus dapat membuktikan adanya dampak tephgersaingan. Praktek
monopoli terjadi karena tidak adanya pesaing Yyarmgernsial dalam pasar
bersangkutan akibat dari pemberian kewenangan kepaldku usaha. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiarmative yang bersifat preskriptif.
Obyek penelitian ini adalah putusan praktek monofaKsi bandara di Bandara
Juanda Surabaya dan Bandara Hang Nadim Batam.mDaltusan perkara KPPU
tentang praktek monopoli taksi bandara, proses pktiam dilakukan dengan analisis
ekonomi dan menggunakan pendekatal® of reason. Pengadilan Negeri dan
Mahkamah Agung telah menguatkan putusan KPPU pémsbuktian praktek
monopoli taksi bandara dengan menggunakan anaksisomi. KPPU dapat lebih
dalam lagi melakukan analisis ekonomi terhadapnggjaran praktek monopoli dan
memberikan pengawasan dan pengarahan kepada pesiatka agar tidak melanggar
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
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ABSTRACT

Nama : Akhmad Muhari
Program Studi : llmu hukum
Judul . Monopolistic practices in Airport Taxi Service: Th€ase

Against KPPU Decisions About Violation of Article bf Law
No. 5 year 1999

Monopolistic practice is an activity that is proida in competition law by mean of
it's impact. Monopolistic practices under Article7 Iof Law No. 5 year 1999
concerning Prohibition of Monopolistic Practicesdddnfair Business Competition.
The method used in the prooving of monopolisticciicas is rule of reason, so the
Commission for Supervision Business Competition RKIP has to prove the impact
of conduct on competition. Monopolistic practicexur in the absence of potential
competitors in the relevant market resulting frdva &uthority granted to the business
actors. The method used in this study is a prebogimormative research. Object of
this study was the decision of the airport taxisnopoly at Juanda Airport Surabaya
and Batam Hang Nadim Airport. In the decision @& ommission on airport taxi's
monopoly, the proof is done by proving was econoamalysis with the rule of
reason approach. District Court and the Supremet@as upheld the ruling on the
Commission's evidentiary airport taxi monopoly bging economic analysis.
Commission to conduct deeper analysis of violatiohssconomic practices and
provide oversight and direction to the businesasoot to violate the Act No. 5 of
1999.

Key words:

Business Competition, Monopoly Practices
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya menumbuhkan perekonomian di suatu ahlagiperlukan
sarana dan prasarana yang mendukung berjalannggperdkonomian. Infrastruktur
yang baik akan dapat mendorong pelaku usaha umefoik Iberpartisipasi dalam
pertumbuhan ekonomi. Salah satu sarana yang diperladalah bandar udara
(selanjutnya disebut bandara).

Bandar udara merupakan fasilitas publédsgential facility yang sangat
penting. Sebagai fasilitas publik maka perlu didukisarana dan prasarana yang
mendukung dalam aktivitas orang maupun barang dddra. PT Angkasa Pura |
(selanjutnya di sebut PT AP | dan PT Angkasa Pufselanjutnya disebut PT AP II)
merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi diesagan oleh Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangak petwyelenggaraan bandar
udara untuk umum dan pelayanan navigasi penerbangan

Bandara yang dikelola dan dioperasikan oleh PT A&nl PT AP Il beberapa
bandara yang dimiliki oleh Tentara Nasional IndemegI'NI). Bandara yang
dahulunya merupakan lapangan terbang militer ofmerals TNI kemudian
difungsikan melalui kerjasama sebagai bandara/wipium. Sekaligus pula untuk
memperlancar angkutan barang dan orang dari dase&itar bandara tersebut
sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi masyarékatuk pengelolaan bandara
tersebut maka PT AP | dan PT AP Il bekerjasamantatengelola bandara untuk
kepentingan sipil dan militer. Beberapa bandaral siang beroperasi melayani
angkutan penumpang maupun barang di kelola olelepetah daerah setempat.

Salah satu kegiatan penunjang bandara adalah ¢degapan angkutan darat

(land transportation servicejaitu kegiatan jasa angkutan darat bagi penumgang
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atau barang serta pengunjung bandara yaitu taksibg Dalam hal ini penulis
memfokuskan pada jasa layanan angkutan taksi ban&mbagai jasa pelayanan
angkutan darat di bandara, taksi merupakan angkpgsmumpang yang memiliki
karateristik yang berbeda dengan angkutan umumyainSebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 angka 13 Keputusan Menteri Perhubuxgeor KM 35 Tahun 2003
Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di JalangderKendaraan Umum
bahwa angkutan taksi adalah “angkutan dengan meaggn mobil penumpang
umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi deraygometer yang melayani
angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah opetreiatas”.

Terdapat banyak persyaratan yang harus dipenulmdahengusahakan
angkutan taksi terutama untuk taksi bandara. Katiaks merupakan salah satu jenis
transportasi yang memiliki kateristik dan jenis deeta dengan angkutan umum
lainnya. Salah satu bentuk yang membedakan adalamya argometer yang
terpasang pada setiap armada yang berfungsi méamnjumlah tarif yang harus
dibayar oleh penumpang. Kendaraan yang dapat dissbbagai taksi harus
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam R&saleputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003.

Terdapat beberapa bandara di Indonesia yang dikeleh PT AP | dan PT
AP 1l yang telah menyediakan fasilitas angkutanupgmang berupa taksi. Beberapa
bandara yang berfungsi ganda selain sebagai bandltexr dan sipil hanya terdapat
satu pelaku usaha yang menyediakan jasa angkWsinpenumpang. Hal ini terjadi
karena angkutan taksi yang sudah ada dikelolakaphkrasi instansi militer setempat
sebagai salah satu unit usaha sehingga tidak ddleupesaha taksi lain yang dapat
beroperasi di bandara setempat. Angkutan taksi yisediakan di bandara, tidak
memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebauygkuaan taksi sebagaimana di
tentukan dalam Keputusan Menteri Perhubungan NokKidr 35 Tahun 2003

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalarg@erKendaraan Umum.

! Lihat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 T&002 Tentang Penyelenggaraan
Bandar Udara Umum
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Taksi bandara yang beroperasi tidak dilengkapi dengrgometer, sehingga tarif
penumpang dari bandara ke tempat tujuan ditentbleadasarkan tarif yang telah
ditetapkan oleh pengelola taksi. Selain hal tersébkisi bandara yang dikelola oleh
koperasi instansi militer hanya satu-satunya tghsig beroperasi di bandara untuk
mengangkut penumpang dari bandara ke ke tempaintuju

Pelayanan jasa taksi yang hanya disediakan olehpgdku usaha tersebut
cenderung melakukan praktek monopoli. Dengan posisiopolinya, pelaku usaha
taksi bandara tidak menggunakan argometer sebaganjuk tarif bagi penumpang
tetapi telah menetapkan tarif yang harus dibayatupgpang dari bandara ke
ketempat tujuan. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 1&®3ng Angkutan Jalan
menyatakan tarif angkutan penumpang tidak dalayekr&ecuali taksi ditetapkan
oleh penyedia jasa angkufaBerdasarkan ketentuan tersebut maka tarif angkuta
taksi ditentukan oleh pemerintah. Tidak ada ketamtyang menyatakan tarif taksi
ditetapkan oleh pelaku usaha

Terkait dengan kegiatan tersebut, Undang-Undang diobn Tahun 1999
sebagai rambu-rambu yang jelas dalam menegakkasipprinsip persaingan yang
sehat dalam melakukan kegiatan usaha di Indonk&iaopoli atas jasa pelayanan
taksi di bandara telah menimbulkan inefisiensi tidak ada pilihan bagi konsumen
untuk menggunakan sarana angkutan yang lain. Sestarktur pasar monopoli
tersebut memiliki potensi untuk merugikan masyaralosisi yang monopoli
tersebut merupakan upaya pengelola bandara menjatersediaan saran angkutan
yang layak bagi fublic utility) yang dampaknya membuat konsumen tidak ada

pilihan untuk menggunakan angkutan umum terutaks. ta

Setiap taksi yang beroperasi di bandara harus rpahdan dari PT AP | dan
PT AP Il sebagai pengelola bandara sipil. Sebagsamdiatur dalam Surat
Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 100/XB1%8nggal 12 Nopember

1985 yang menyatakan Taksi dan angkutan umum ddafgerpangkalan dan

2 Lihat ketentuan Pasal 48 PP 41 Tahun 1993 terftaggutan Jalan
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mengangkut penumpang di atau dari Bandar Udaraakdeagi yang telah mendapat
ijin dari Kepala Bandar UdataBandara militer yang berfungsi juga sebagai benda
sipil, jasa angkutan taksi dilayani oleh satu operaaksi dari koperasi instansi
militer serta tidak ada operator taksi lain yangatamengambil penumpang dari
bandara. Hal ini terjadi karena sejak operasiomaldara tersebut, taksi inilah yang
beroperasi pertama kali melayani penumpang. Dealgasan tersebut maka tidak ada
operator taksi lain yang bisa beroperasi di band2eagan satu-satunya pelaku usaha
taksi maka taksi bandara telah memonopoli jasa wagkpenumpang sehingga
operator taksi diluar bandara tidak dapat masulkukumhengambil penumpang.
Kondisi ini telah menjadikarentry barrier bagi pelaku usaha taksi selain taksi
bandara yang sudah ada.

Praktek monopoli dapat terjadi karena tidak adgrereerapan regulasi dalam
jasa angkutan taksi bandara yang diterapkan olaiggb@la bandara. Praktek
monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi olehasati lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemawas#tas barang dan atau jasa
tertentu sehingga menimbulkan persaingan usahk sidaat dan dapat merugikan
kepentingan umufn Praktek monopoli angkutan taksi terjadi karddakt jelasnya
regulasi pengelola bandara dalam penyediaan jaglutam taksi yang melayani
penumpang dari bandara ke tempat tujuan. Tidakyadpasaing dalam satu lokasi
yang sama maka taksi bandara telah menguasaigEsampang taksi.

PT AP | dan PT AP Il mendapat hak untuk mengelaadara di Indonesia
berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang KebaadaPT AP | dan PT AP Il
sebagai pengelola harus menyediakan segala fasij@eng mendukung dan
menunjang aktifitas bandara. Salah satu jasa pamgrijandara yang akan penulis
jelaskan adalah jasa angkutan darat bagi penumpiamg atau barang serta
pengunjung bandara yaitu taksi. Taksi bandara padan salah satu transportasi

yang saat ini sangat dicari oleh penumpang bilal&lekeluar dari bandara ke tempat

% Lihat ketentuan Pasal 95 SK Dirjen Perhubungamaudamor 100/X1/1985 tanggal 12
Nopember 1985
* Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999
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tujuan. Pada kenyataannya taksi yang beroper&sirdiara hanya beberapa operator,
dan dibeberapa bandara hanya ada 1 (satu) optatasor

Penetapan tarif penumpang taksi yang dilakukan opedrator tidak dengan
argometer, telah melanggar ketentuan PP Nomor #uriTa993 tentang Angkutan
Jalan. Tidak ada kewenangan bagi pelaku usaha taksk menentukan tarif..
Dengan posisi monopoli taksi bandara maka opetakst telah melakukan tindakan-
tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan uisktkasehat.

Posisi monopoli atasssential facilitydilakukan dalam kerangka upaya negara
menjamin tersedianya sarana pelayanan umpubli€ utility) namun di sisi yang
lain, struktur monopoli memiliki karakteristik yarmgerpotensi merugikan konsumen
dan pelaku usaha lain. Pelaku usaha yang memibi&isp monopoli di suatu pasar
cederung menggunakan kekuatan pasarnya guna ntalmgré@an posisi
monopolinya. Upaya penyalahgunaan kekuatan passgbig antara lain dilakukan
dengan cara menutup akses pelaku usaharkfus@l to dealdanrefusal to supply
untuk menikmati atau menggunakassential facilitysehingga pelaku usaha tersebut
kehilangan kemampuannya untuk bersaing

Kegiatan yang dilakukan PT AP | dan PT AP Il dalam@nyelengarakan jasa
penunjang transportasi bagi penumpang yaitu takpatd dikategorikan sebagai
kegiatan yang dikecualikan sebagaimana diatur d&asal 50 huruf a UU Nomor 5
Tahun 1999 yang menyatakan: “perbuatan dan atajanfian yang bertujuan
melaksanakan peraturan perundang-undangan yaraierl
Sejauh mana kewenangan yang diberikan PT AP | daAP Il oleh peraturan
perundang-undangan dalam menyediakan sarana pegukggiatan bandara yang
dikecualikan menurut UU Nomor 5 Tahun 1999.

Adanya praktek-praktek anti persaingan yang dilakukbadan usaha
penguasa tunggal jasa pelayanan taksi bandarat@g#ds menghambat terciptanya

efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usahaasertnghambat terciptanya iklim

® Hadi Susanto, Tesis Monopoli Atassential FacilityOleh Badan Usaha Dalam Perspekif
Hukum Persaingan, Juli 2009
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usaha yang kondusif secara keseluruhan. Hal im akanimbulkan potensi-potensi
kerugian yang lebih besar terhadap iklim persaingaaha akibat praktek anti
persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha taksidra.

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penutess tersebut, maka
disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jasa layanan taksi bandara sebagai penunfaggatan bandara
merupakan kegiatan yang dikecualikan menurut Undémgang Nomor 5
Tahun 19997

2. Bagaimana KPPU membuktikan adanya pelanggaran Pasahdang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha taksi di barrda

3. Apakah tindakan pelaku usaha jasa layanan takslarammelanggar Pasal 17
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19997

C. Tujuan Pendlitian
Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memperolefeldsan mengenai
cakupan kegiatan usaha yang dilakukan pelaku ugahg menguasai pasar jasa
pelayanan taksi. Selain itu tesis ini juga dimalksun untuk menggali fakta bahwa
pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dapapdiensi melakukan tindakan
anti persaingan pada pasar lain yang terkait depgsar yang dimonopolinya.
Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis tedaigan jasa layanan
taksi bandara yang memegang hak monopoli sebagalakian yang
dikecualikan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999.

2. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis peritadwopoli jasa layanan
taksi yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.

3. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis putésdPU yang terkait

dengan pengelolaan taksi bandara yang melanggaddshbr 5 Tahun 1999.
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D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan suatoelipan yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis kepada kel@ddah atau norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundgiagdgngan yang terkait
dengan pokok permasalahan yang akan dibahas delaehit@n ini.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yang artinyanglitian yang ditujukan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang haalsikdih untuk mengatasi
masalah-masalah terteft$ebagai suatu penelitian yuridis normatif, magagtitian
ini berbasis pada analisis norma hukum, baik hudlalam arti peraturan perundang-
undangan, maupun hukum dalam arti putusan-putusageglilafl. Dengan demikian
obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik rdalgeraturan perundang-
undangan yang secara konkrit ditetapkan dalamskisssus yang diputuskan oleh
KPPU.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang dipanlagalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh melalui stadugtakaan. Namun demikian,
untuk melengkapi atau mendukung analisis data skkuntetap diperlukan
wawancara dengan informan yang dinilai memahanettzgia konsep atau pemikiran
yang ada dalam data sekunder, sejauh dalam batesrbatode penelitian normatif.

Data kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukaity, bahan-bahan
hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bbhlban hukum primer
meliputi produk lembaga legislatifDalam hal ini, bahan yang dimaksud adalah UU
Nomor 5 Tahun 1999, UU Nomor 14 Tahun 1992 sertatpean pelaksanaannya.

Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi tulisasatyl makalah dalam jurnal,

6 Sudikno MartokusumoPenemuan Hukum Suatu Penganteet. |l (Yogyakarta: Liberty,
2001), hal. 29.

" Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukuroet. Il (Jakarta: Ul Press, 2005), hal. 10.

8 Ronald Dworkinlegal Researgh(Daedalus: Spring, 1973), hal. 250.

° Enid Campbell, et. all.egal Research, Materials and Metho@Sydney: The Law Book
Company Limited, 1988), hal.1.
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buku-buku tentang hukum persaingan, buku-buku mgntaukum perusahaan dan
buku-buku tentang kepailitan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakiam wawancara. Studi
kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, sepempuptakaan Pascasarjana
Universitas Indonesia, perpustakaan Fakultas HukUmiversitas Indonesia,
perpustakaan KPPU, maupun mengakses data mel@men Wawancara dilakukan
dengan tim dari KPPU yang menangani Perkara NoRBIk1/2007 dan Perkara No.
20/KPPU-1/2009, baik Tim Pemeriksa maupun invesbtigeya dan pihak-pihak lain
yang terkait baik langsung maupun tidak langsung.

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kugifitartinya data kepustakaan
dan hasil wawancara dianalisis secara mendalamstikpldan komprehensif.
Penggunaan metode analisis secara kualitatif dikiasgpada pertimbangan, yaitu
pertama, data yang dinalisis beragam, memilikit fissar yang berbeda antara satu
dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuarfktat. Kedua, sifat dasar data
yang dianalisis adalah menyelurutoihprehensiveflan merupakan satu kesatuan
bulat folistic). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanga semerlukan

informasi yang mendalanm@epth information)

E. KerangkaTeori

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada kdéwartgori mengenai
intervensi negara terhadap kegiatan perekonomiatamdakonsep negara
kesejahteraan welfare statg Selanjutnya mengingat penelitian ini membahas
mengenai monopoli atas kegiatan jasa transportasiurgang bandaramaka
penelitian ini juga memanfaatkan teori-teori ekong@ng terkait dengan struktur
pasar yang selanjutnya direlevansikan dengan kekmegep mengenai monopoli
serta dampaknya bagi perekonomian dan iklim pegsainusaha di sektor jasa
penunjang transportasi di bandara yaitu taksi.

Konsep negara kesejahteraan sebenarnya berawajadmsan yang muncul

di Inggris yang mengusulkan adanya keterlibatarareedi bidang ekonomi terutama
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berkaitan dengan pemerataan pendapatan, kesem@htsaial, lapangan kerja, upah
dan pendidikart® Intervensi negara sangat diperlukan dalam kegiaaonomi
karena karakteristik pasar yang dibebaskan tanpdrdtodapat memiliki dampak
yang merendahkan nilai-nilai yang dianggap seb&ghiasaan seperti eksploitasi
terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lemah.
Menurut W. Friedman, secara umum intervensi negdaéam kegiatan
perekonomian suatu negara terbagi dalam bentulcYait
a. Negara sebagai regulatade( stureendeyaitu negara berperan untuk menjaga
ketertiban;
b. Negara sebagai penyedde(presterendeyaitu negara beperan dalam penyediaan
kebutuhan standar masyarakat;
c. Negara sebagai penguasatmiefpreneuj yaitu negara berperan langsung dalam
kegiatan ekonomi dengan mendirikan Badan Usah& M#igara (BUMN).
Dalam kegiatan ekonomi terkadang negara melakuktervensi terhadap
kegaitan ekomoni dalam batas-batas tertentu. viemsi negara terhadap kegiatan
ekonomi telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yarbumyi:

(1) Perekonomian di susun sebagai usaha bersama brkedasdas asas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negama ykng
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olghrae

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung laditaya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sdirEsa-
kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasatiesndamokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi bdian,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirgarta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekoacronal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasaliatur dalam
undang-undang.

19 Muchsan Peradilan Administrasi NegardYogyakarta: Liberty, 1981), him. 1.
' W. Friedman, W. FriedmafThe State and The Rule of Law in A Mixed Econd¢Bngland:
Penguin Books, 1972)
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Menurut Bryan A. Garner monopoli adaldéime market condition existing
when only one economic entity produces a particydoduct or provides a
particular servicé’. Suatu kondisi dimana perusahaan menjadi satu-satuny
produsen/pemasok barang dan jasa tertentu dimaiaadoa@an jasa tertentu yang
diproduksi/dipasok tersebut tidak memiliki baraag§ pengganti terdekatq close
substitutg'®,

Pasar monopoli adalah pasar yang diisi oleh han{gatl)) penjual tunggal
(monopolis) dan tidak memungkinkan terjadinya swissi Dalam pasar monopoli,
karena tidak adanya pesaing, penjual tunggal meyapliekuatan untuk menetapkan
kebijakan harga, kuantitas produksi dan tidak madgpi adanya persaingan. Secara
umum ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai beriku

a. Hanya terdapat penjual tunggal di pasar atau indussthingga komoditas
yang dihasilkan oleh monopolis tidak dapat dibali gihak lain

b. Tidak ada barang subsitusi di pasar.

c. Adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk masyagar yang bersifat
hambatan legal, undang-undang, teknologi, keuadganain-lain.

d. Monopolis merupakan penentu harga di pasar (pmeder).

BerdasarkanMazhab Structure, Conduct, and Performanseuktur pasar
akan mempengaruhi kinerja atau perilaku dari p&asa yang pada akhirnya akan
mempengaruhi kinerja perusahaan dan industri. Bamdut pandang hukum
persaingan usaha struktur pasar yang terkonsentcasiderung berpotensi
menimbulkan perilaku anti persaingan. Secara tesfttiyktur pasar monopoli
menimbulkan dampak terkonsentrasinya pasar pada ggaku usaha sehingga
pelaku usaha tersebut memiliki kekuatan pasar ysegar dan dapat menentukan
harga tanpa khawatir akan kehilangan permintaamdiso ini memicu terjadinya
inefisiensi yang pada akhirnya dapat merugikan anasgat.

12 Bryan A. GarnerBlack’s Law Dictionary Seventh Edition, West Grdig89, hal 1023

13 peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NahiBalun 2011 tentang Pedoman
Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomoabuh 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
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Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekootehi satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya prodl#s atau pemasaran atas
barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbpkaaingan usaha tidak sehat dan
dapat merugikan kepentingan umum. Pelaku usaha yhagggap melakukan
monopoli apabila barang dan atau jasa yang beratarglbelum ada substitusinya,
pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam pzsay sama dan pelaku usaha
tersebut menguasai lebih dari 50% (lima puluh prpgangsa pasar terhadap satu

jenis barang atau jasa tertentu.

F. Kerangka Konsepsional

Penulisan tesis ini menggunakan berbagai istilah datuk mengatasi
kemungkinan perbedaan pengertian dari istilahaistitu, definisi operasional dari
istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Monopoli adalah penguasaan atas suatu dan ataaspesm barang dan atau
atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaka asail satu kelompok pelaku
usaha®.

b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekomdehi satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya prodizks atau pemasaran
atas barang dan atau jasa tertentu sehingga mekenbpersaingan usaha
tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan urhum

c. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan @eitku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaramdgaan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukatau menghambat
persaingan usafa

d. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atlan hesaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yadigikan dan

14 Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 19%@rg Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

15 |bid Pasal 1 angka 2

1% |bid Pasal 1 angka 6
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayihm Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melgbarjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgoia@nont’.

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitaardganggkauan atau daerah
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas baramgtal jasa yang sama atau
sejenis atau substitusi dari barang dan atau gasaliut18.

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang membgrétanjuk tentang aspek-
aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap alerilpelaku usaha dan
kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pdémbhambatan masuk dan
keluar pasar, keragaman produk, sistem distrib@i @genguasan pangsa
pasat®.

Pangsa Pasar adalah persentase nilai jual atalbd@ng atau jasa tertentu
yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bergangttalam tahun kalender
tertentd®.

KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasakpe usaha dalam
menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakpkakiek monopoli dan

atau persaingan usaha tidak séhat

Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakeanmasalahan,
tujuan penulisan, kerangka konsepsional, metodeiligan, dan

sistematika penulisan.

7 Ibid Pasal 1 angka 5

18 |bid Pasal 1 angka 10
19 |bid Pasal 1 angka 11
20 |pid Pasal 1 angka 13
% Ibid Pasal 1 angka 18
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MONOPOLI DAN KLAUSULA PENGECUALIAN DALAM UU

NOMOR 5 TAHUN 1999

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori mohogan
praktek monopoli serta kegiatan atau perbuatan yangasuk
dalam pengecualian berdasarkan peraturan perundatagpgan
kemudian dikaitkan dengan UU Nomor 5 tahun 1999.

PEMBUKTIAN PRAKTEK MONOPOLI BERDASARKAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Dalam bab ini akan menguraikan tentang proses fiiesaan dan
pembuktian Perkara KPPU yang berkaitan dengan |mgmnan

taksi bandara di Indonesia menurut UU Nomor 5 Tatfg9.

PUTUSAN PENGADILAN DAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM PERKARA PRAKTEK MONOPOLI TAKSI BANDARA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang proses ipksaan
keberatan di pengadilan negeri dan proses kasablatikamah
Agung atas Putusan Perkara KPPU yang berkaitagadejasa

layanan taksi bandara di Indonesia.

PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulag yaerupakan
kristalisasi hasil analisis dan interpretasi melalunusan dalam
bentuk pernyataan. Saran merupakan usulan yang ameikuyt
aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yazergifat

konkrit, realistik, bernilai praktis dan terarah.
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BAB 11
MONOPOLI DAN KLAUSULA PENGECUALIAN
DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 1999

A. Konsep Monopoli Dalam Hukum Persaingan Usaha

Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hansgapgat satu
perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkeengoayang tidak
mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Keganh yang dinikmati
oleh perusahaan monopoli adalah keuntungan lebimaiadan ini diperoleh
karena terdapat hambatan yang sangat tangguh &@eadsahaan lain yang
ingin memasuki industry terseBtit

Monopoli merupakan salah satu jenis struktur pasarg sangat
bertentangan dengan pasar persaingan sempurnamemg hanya ada satu
penjual saja. Definisi monopoli menurut UU NomoiT&un 1999 vyaitu: “
Monopoli adalah penguasaan atas produksi danpmmnasaran barang dan
atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pesakia atau satu kelompok
pelaku usaha.”

MenurutBlack’s Law Dictionarymonopoli dapat diartikan sebagfai
“The market condition existing when only one ecanantity produces a
particular product or provides a particular serei¢

Struktur pasar sendiri dipahami sebagai keadaarar pgsng
memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang nkerpgingaruh penting
terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar antarankengenai jumlah penjual
dan pembeli, hambatan masuk dan kluar pasar, keeggroduk, sistem

distribusi dan penguasaan p&8aBerdasarkan sifat dan bentuknya, secara

22 sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi (LagebPenerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia dengan Bima Grafika, 1986).119.

% Bryan A. GarnerBlack’s Law DictionarySeventh EditionSt. Paul Minn, West Group,
1999, hal 1023

24 Trj Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, Aspeakd Ekonomi Mikro, (Jakarta: PT
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), Him 188
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garis besar pasar dapat diklasifikasikan menjaddu#a) jenis yaitu pasar
persaingan sempurna dan pasar persaingan tidakissmp
1. Pasar Persaingan Sempurparfect competition
Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan aesagktur pasar atau
industri dimanaterdapat banyak penjual dan pembdal, setiap penjual
atau pun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadagasdr. Ciri-ciri
selengkapnya dari pasar persaingan sempurna adadpbrti yang
diuraikan dibawabh ifF;
a. Setiap perusahaan adalah pengambil hamngee(take)
“Pengambil harga” berarti sesuatu perusahaan ydagliedalam pasar
tidak dapat menentukan atau merubah harga pasapufiptindakan
perusahaan di dalam pasar tidak akan menimbulkar@ean ke atas
harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasantdkan oleh
interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseln pembeli.
Seorang produsen adalah terlalu kecil peranannydatim pasar
sehingga tidak dapat mempengaruhi penentuan térseébranannya
yang sangat kecil tersebut disebabkan karena jumpiatiuksi yang
diciptakan seorang produsen merupakan sebahagh dega dari
keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan gigkelikan.
b. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk
Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingninggalkan
industry tersebut, langkah ini dapat dengan muddbakukan.
Sebaliknya apabila ada produsen yang ingin melakiamiatan di
industry tersebut, produsen tersebut dapat dengataimmelakukan
yang diinginkan tersebut. Sama sekali tidak terddpambatan-
hambatan baik secara legal atau dalam bentuk &dara keuangan
atau secara kemampuan/teknologi, misalnya kepadasgiean-

perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bigsatta tersebut.

% Sardono Sukirno, op cit him 182
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c. Setiap perusahaan menghasilkan barang yang sdemdi¢al
Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidadamuntuk
dibedakan-bedakan. Barang yang dihasilkan sangsaf@an. Tidak
terdapat perbedaan yang nyata di antara barang gdragilkan
sesuatu perusahaan dengan produksi perusahaaryalaiBarang
seperti itu dinamakan dengan istilah baranigleriticall atau
“homogenous” Karena barang-barang tersebut adalah sangat
bersamaan para pembeli tidak dapat membedakan pamng yang
dihasilkan oleh produsen A atau B atau produsemyai. Barang yang
dihasilkan seorang produsen merupakan pengganpuweam kepada
barang yang dihasilkan produsen lainnya. Sebaglat#ari sifat ini,
tidak ada gunanya kepada perusahaan untuk melakpe@aiangan
yang berbentuk “persaingan bukan harga” atanprice competition
yaitu persaingan dengan melakukan iklan dan propegualan. Cara
ini tidak akan berguna karena para pembeli mengetahwa barang-
barang yang dihasilkan berbagai produsen dalamsindtersebut
tidak ada bedanya sama sekali.

d. Terdapat banyak perusahaan dalam pasar
Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak meg®
kekuasaan untuk merubah harga. Sifat ini melipuéi dspek, yaitu
jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masngsghaan
adalah relative kecil kalau dibandingkan dengan elkeshan
perusahaan di dalam pasar. Sebagai akibatnya miodestiap
perusahaan adalah sangat sedikit kalau dibandind&agan jumlah
produksi dalam industry tersebut. Sifat ini merggdan apa pun yang
dilakukan perusahaan , seperti menaikkan atau maekan harga dan
menaikkan atau menurunkan produksi, sedikit pun tidak

mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar/indigsgebut.
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e. Para pembeli mempunyai pengetahuan yang sempunniange

keadaan di pasar
Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkamvdbghmlah
pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian dikaisapula
bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyaigb@ngan yang
sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu merekegetadui
tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perub&baatas harga
tersebut. Akibatnya para produsen tidak dapat naénparangnya
dengan harga yang lebih tinggi daripada yang belpasar.

Pasar persaingan sempurna merupakan salah satik lpasar yang
paling ideal karena dapat merealisasikan kegiatauisi dengan tikat
efisiensi yang sangat tinggi. Akan tetapi dalamyle¢aanya, pasar persaingan
sempurna ini merupakan hal yang abstrak dan tidakah terjadi sehingga
bentuk tersebut hanya digunakan sebagai parameieik umengevaluasi
bekerjanya sistem ekonomi dalam keadaan yang selyandimana apakah

telah terjadi distorsi dalam pasar ataukah fitlak

2. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar ratastri yang
terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kilkugpasar atau
mampu mengendalikan harga output di pasar. Tetdig@amodel umum
di pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasaropudn pasar

persaingan monopolistik dan oligoptty

a. Pasar monopoli merupakan industri yang terdiri datu perusahaan
di mana terdapat hambatan bagi perusahaan-perusalaaa untuk

memasuki pasar. Beberapa hambatan masuk berupalaleara

% Hadi Susanto, Tesis Monopoli Atssential Facilityoleh Badan Usaha Dalam Perspektif
Hukum Persaingan, Program Pasca Sarjana, FakultasntHUniversitas Indonesia, Juli 2009, hal 16
2 http://massofa.wordpress.com/2008/03/04/pasamjperan-sempurna-dan-tidak-sempurna/
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pemerintah, paten, skala ekonomi dan keunggularyabikin,
kepemilikan atas faktor produksi yang langka.

b. Persaingan monopolistik merupakan industri yang iilénbbanyak
produsen di mana perusahaan pesaing bebas menmaduiri dan
perusahaan-perusahaan mendiferensiasikan produk ekaner
Diferensiasi produk dimaksudkan untuk memenuhi diesn
konsumen, membangun reputasi atas produk yang ilddrasdan
memberikan pelayanan yang baik. Selain kelebihamplae adanya
keanekaragaman produk, efisiensi dan informasiatentproduk,
diferensiasi produk juga mempunyai kelemahan ya#tdanya
pemborosan, harga produk yang lebih mahal, kesalsfiermasi dan
kejenuhan masyarakat terhadap tayangan iklan.

c. Oligopoli adalah industri dengan sejumlah kecil usahaan yang
masing-masing cukup mampu untuk mempengaruhi haagar dari
output yang dihasilkannya. Selain memiliki banyaéntok dalam
pasar oligopoli terdapat juga empat model yang undikanal yaitu
model kolusi, model Cournot, model kurva permintgang patah dan

model kepemimpinan harga.

Dalam bentuk lain, monopoli juga dapat diartikahaggi penguasaan
lebih dari 50% pangsa pasar atas suatu jenis kdnedentu oleh satu atau
gabungan beberapa perusahaan. Eksistensi monagatn dsuatu kegiatan
ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, adg yaerugikan dan ada yang
menguntungkan perekonomian dan masyarakatnya. Qdatena itu,
pengertian masing-masing jenis monopoli perlu dgkhn untuk

membedakan mana monopoli yang dilarang karena nkarmugnasyarakat
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dan mana yang ikut memberikan kontribusi positifgib&esejahteraan

masyarakat. Adapun jenis-jenis monopoli tersebtararairf®

1. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki dJadang-Undang
(Monopoly by Law
Pasal 33 UUD 1945 menghendaki adanya monopoli Idegartuk
menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yargamdung di
dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang memighagt hidup
orang banyak. Selain itu, undang-undang juga meakdrehak istimewa
dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertéethadap pelaku
usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil dase inovasi yang
dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi ymrghanfaat bagi
umat manusia. Pemberian hak-hak eksklusif atasnpeae baru, baik
yang berasal dari hak atas kekayaan intelektuakrsepmak cipta
(copyrigh) dan hak atas kekayaan isdustnd(strial property seperti
paten paten), merek frademarR, desain produk industryindustrial
desig) dan rahasia dagang trgde secret pada dasarnya adalah
merupakan bentuk lain monopoli yang diakui olehangdundang.

2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karéiukung oleh
iklim dan lingkungan usaha yang selrabopoly by Natuje
Pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki kinerggul seperti itu
sering memiliki jurus-jurus rahasia dagamgade secret yang meskipun
tidak memperoleh hak eksklusif dan pengakuan dagara, namun
dengan teknologi rahasianya tersebut, perusahaampmanenempatkan
posisinya sebagai perusahaan monopoli. Perusahgeertisini jelas
memiliki  kontribusi terhadap efisiensi ekonomi ddesejahteraan
konsumen qonsumer welfafje Adanya undang-undang anti monopoli

hanyalah untuk memastikan bahwa kekuatan yang ikimibleh

2 Jhonny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha FilosafgriTdan Implikasi Penerapannya Di
Indonesia, Bayumedia Publishing, Cetakan Keduail 2007, Hal 40
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perusahaan seperti itu tidak disalahgunakannya kunmematikan
persaingan usaha. Monopoli alamiah juga dapatdiebga untuk suatu
ukuran pasarnfarket sizp akan lebih efisien bila hany ada satu pelaku
usaha atau perusahaan yang melayani pasar terg&busahaan kedua
yang memasuki arena persaingan akan menderita dai tersingkir
secara alamiah, karena ukuran pasar yang tidak ngdamkan adanya
pendatang baru. Dalam bentuk lain, monopoli alarjugh akan muncul
jika pelaku usaha memiliki kekhususan yang ditaaargada konsumen,
misalnya karena rasa dan selera tertentu yang tidglat ditiru oleh
pelaku usaha yang lain.

. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan nwngakan
mekanisme kekuasaamg@nopoly by licenge

Monopoli seeprti ini dapat terjadi oleh karena a@akolusi antara para
pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadreatmenimbulkan
distorsi ekonomi karena mengganggu beekrjanya nisk@&npasar yang
efisien. Umumnya monopoly by license berkaitan edahgan para
pemburu rente ekonomirefpt seekensyang mengganggu keseimbangan
pasar untuk kepentingan mereka. Berbagai kelompakal yang dekat
dengan pusat kekuasaan dalam pemerintahan pada nyaumemiliki
kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan temeskipun tidak
semuanya memilikient seeking behavior

. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akipatilaku dan sifat
serakah manusia

Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan kew#nonbesar dalam
waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan myahg sekecil
mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan madglitél ) yang
sangat besar untuk memperoleh posisi dominan gusRggusur para
pesaing yang ada. Unsur-unsur yang mempengarttakeepara pelaku

usaha tersebut manifestasinya dalam praktek bsgigri-hari adalah
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sedapat-dapatnya menhindari munculnya pesaing karena munculnya
pesaing atau rivalitas dalam berusaha akan menamuntingkat
keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena keputusamtang kualitas,
kuantitas dan kebijakan harga tidak lagi ditentuéket satu pelaku usaha
atau satu perusahaan saja, tetapi juga dipengalethapa yang dilakukan
oleh para pesaingnya. Itulah sebabnya para pelaahaucenderung
melakukan hal-hal yang bersifat anti persainganlandamenjalankan
usahanya dan yang lebih ekstrem lagi, melakukahtiprdisnis yang
tidak jujur.

Secara teori, struktur pasar monopoli menimbulkaammhk
terkonsentrasinya pasar pada satu pelaku usahaggehipelaku usaha
tersebut memiliki kekuatan pasar yang besar damtdaggnentukan harga
tanpa khawatir akan kehilangan permintaan. Kondessebut memicu
terjadinya inefisiensi penggunaan sumber daya gghirberdampak lanjut
pada terjadinya penurunan tingkat kesejahteraarsuknen ead weight
los9?°.

Terdapat banyak faktor-faktor yang menimbulkan npahio Terdapat
3 (tiga) faktor yang dapat menyebabkan timbulnysapanonopoli yaitt:

1. Memiliki sumber daya yang unik
Salah satu sumber penting dari adanya monopolahdamilikan suatu
sumber daya yang sangat unik (istimewa) yang taiakliki oleh orang
atau perusahaan lain.

2. Terdapat skala ekonomis
Diberbagai kegiatan ekonomi tingkat teknologi abalaedemikian
modernnya sehingga produksi yang efisien hanyatdhlg&ukan apabila
jumlah produksinya sangat besar sekali dan melipathpir seluruh

produksi yang diperlukan di dalam pasar. Keadagerseini berarti

29 Hadi Susanto, op cit, hal 8
30 sardono Sukirno, op cit, him. 219
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perusahaan baru menikmati skala ekonomis yang gairaksimum
apabila tingkat produksinya adalah sangat besalajurga. Pada waktu
perusahaan mencapai di mana ongkos produksi menoaipanum,
jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah petaain yang wujud
di pasar. Sebagai akibat dari skala ekonomis yasmildan sifatnya,
perusahaan dapat menurunkan harga barangnya apsdgiaksi semakin
tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggrgh adalah sedemikian
rendahnya sehingga perusahaan perusahaan-perudsraatidak akan
sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebiludberkembang.
Keadaan ini mewujudkan pasar monopoli.

3. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peratpeamerintah.
Di dalam peraturan-peraturan pemerintah yang mang&egiatan
perusahaan-perusahaan terdapat beberapa peratuesny Yakan
mewujudkan kekuasaan monopoli. Peraturan-peratyasmy seperti itu
adalah (1) peraturan paten dan hak ciptapy righ) dan (2) hak usaha
eksklusif €xclusive franchisgsyang diberikan kepada perusahaan jasa

umum.

Atas dasar pengertian tersebut maka monopoli degantuk dengan
factor-faktor yang tidak dimiliki oleh pelaku usapesaing. Salah satu pihak
yang terdapat dalam pasar memiliki kelebihan dataemguasai pasar serta
untuk menghilangkan persaingan. Dengan kondisiopoin yang ada maka
pelaku usaha tersebut tidak memiliki pesaiang yaargrti di dalam pasar.

Bentuk pasar monopoli dapat dibedakan menjadi kergasar
monopoli murni damear monopolyBentuk pasar monopoli murni adalah
bentuk pasar yang ekstrim, sedangkan pasar yandekatn monopoli adalah

suatu pasar yang hanya terdiri dari satu orang ysaig gingle producer
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atau satu perusahaan dalam lokasi terféntuApabila hanya ada satu

perusahaan di dalam pasar maka akan dapat mendomiases produksi dan

atau pemasaran terhadap seuatu produk dan atau jasa
Pasar monopoli dicirikan oleh kondisi berikut

1. Pasar monopoli adalah industry yang terdiri datti g@rusahaan. Dengan
demikian komoditas yang dihasilkan tidak dapat ldidari pihak lain.
Konsumen yang membutuhkan komoditas tersebut haeumsbeli dari si
monopolis. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya tdken oleh
monopolis, dan para pembeli tidak mempunyai halrdaimenentukan
syarat jual beli.

2. Tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirgboge substitude
Komaditas yang dihasilkan perusahaan monopoli tidiagat digantikan
oleh komoditas lain yang ada dalam pasar.

3. Tidak dimungkinkannya perusahaan-perusahaan laisuknandustry
karena adanya hambatan yang bersifat legal, unaagang, teknologi
(teknologi yang digunakan sangat canggih dan tichaklah dicontoh),
keuangan (modal yang dibutuhkan sangat besar) ddragainya.
Sepanjang hambatan untuk memasuki pasar masihi,tinggnopolis
masih tetap mampu mempertahankan status monopolsgfangga
mampu meraih abnormal profit.

4. Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya peamsahgpasar, yang
menentukan harga. Oleh karena itu perusahaan mbbrgebut sebagai
penentu hargap(ice sette). Dengan mengendalikan produksi dan jumlah
komoditas yang ditawarkan, perusahaan monopoli tdapenentukan
harga pada tingkat yang dikehendaki.

5. Promosi iklan kurang diperlukan karena perusahaamopoli adalah satu-

satunya perusahaan dalam industry. Ketiadaan saimganyebabkan

31 Sugiarto, et al. Ekonomi Mikro (sebuah Kajian Kaetgensif) (Jakarta, PT Gramedia
Pustaka Utama, 2002), HIm. 345.
%2 bid, hal 346
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semua pembeli yang memerlukan komoditas yang difxsidya terpaksa

membeli dari perusahaan monopoli tersebut.

Untuk menilai berlangsungnya suatu proses mon@mijisehingga
dapat terjadi suatu bentuk monopoli yang dilaradg beberapa hal yang
perlu diperhatikaft:

1. Penentuan mengenai pasar bersangkutan
Pengertian mengenai pasar yangn bersangkutan mesgagdat penting
artinya dalam menentukan ada tidaknya monopolisaseskipun
penentuan dari pasar bersangkutan bersifat samgjative. Dalam
Undang-undang, pasar bersangkutan didefinisikaragsebpasar yang
berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasatantueleh pelaku
usaha atas barang dan atau jasa yang sama atais s&el substitusi dari
barang dan atau jasa tersebut.
Untuk menentukan relevansi atau kedudukan dari usupasar
bersangkutan pada umumnya orang mencoba untuk kenmd@ melalui
pendekatan sensitifitas produk tersebut dalamyaligpemasaran produk
yang sudah berjalan. Salah satu yang dipakai ladpkndekatan
“elasticity of demand”’Dari pendekatan tersebut dapat diketahui sampai
seberapa jauh sensitifitas suatu produk terhaeapbphan harga, yang
dinyatakan dengan persentase perubahan kebutulzan pErsentase
perubahan harga.
Meskipun tidak sederhana, untuk menilai relevaasi keterkaitan dengan
produk competitor diperkenalkan konsepcrdss elasticity demand
(CED) antara kedua produk yang saling dikaitkardaiNCED diperoleh
dari nilai persentase perubahan kebutuhan daripatiuk dibagi dengan

nilai persentase perubahan harga dari produk yaiyang dibandingkan.

3 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Anti Monopoli Sdtikum Bisnis, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2006, hal 14
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Jika nilai CED-nya negatif berarti kedua produksédut dalam pasar

tersebut saling melengkapi. Dan jika nilai CED-mpyssitif dengan angka

yang relative besar, maka berarti kedua produkebert merupakan
produk yang saling berkompetisi dalam pasar yamg ad

Berbagai hal yang dianggap cukup relevan dan bggrah adalah:

a. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang membepkumjuk
tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh pentiednadap
perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain janpanjual dan
pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragprodok, sistem
distribusi dan penguasaan pangsa pasar.

b. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan glelaku usaha
dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeahdgoaan atau
jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antargpémnapaian laba,
pertumbuhan asset, target penjualan dan metodeipgas yang
digunakan.

c. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atalb&elng atau jasa
tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pgasaangkutan
dalam tahun kalender tertentu.

d. Harga pasar adalah harga yang dibayarkan dalasaksinbarang dan
atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihakati lpersangkutan.

. Penilaian terhadap keadaan pasar dan jumlah petaha,;

Untuk dapat menilai apakah telah terjadi pelanggéeshadap ketentuan

monopoli menurut Section 2 Sherman Act, harustdiké secara pasti

apakah pelaku usaha tersebut memiliki kekuasaanopadin dipasar
bersangkutan tersebut. Memang tidak mudah untukikiséan adanya
kekuasan monopoli tersebut, namun sebagai gambarag sederhana,
secara umum dapat dikatakan bahwa pelaku usahgndiam telah
menguasai pasar secara monopoli jika ia mempura/agga pasar lebih

dari 75% (tujuh puluh lima persen). Undang-undaalgm rumusan Pasal
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4 ayat (2) juga secara tegas menyatakan bahwkupgtaha patut diduga
atau dianggap secara bersama-sama melakukan pangor@sluksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa , jika 2 é@aa)3 (tiga) pelaku
usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebii5% (tujuh puluh
lima persen) pangsa pasar satu jenis barang aadbggentu.

3. Ada tidaknya kehendak untuk melakukan monopoli gieleku usaha
tertentu tersebut
Tidak ada suatu larangan bagi individu maupun baldakum yang
menjalankan usaha untuk mengembangkan usahanyadnbagar, walau
demikian hendaknya pengembangan usaha tersebug digkuti dengan
cara-cara yang layak dan benar.
Pada dasarnya naluri dunia usaha memgdémeral intentuntuk menjadi
besar dan cenderung monopolistik. Pada pasar lggegam yang sudah
jenuh, kehendak untuk menjadi besar terkadangsdilekan dengan cara-
cara yang tidak wajar dan tidak sehat. Hal iragdidak dikehendaki oleh
dunia usaha pada umunnya. Jika makna yang terkgrathlam Section 2
Sherman Act, dimana penekanan diberikan pada prosgadinya
monopoli, maka jelas penggunaan cara-cara yangt dapayebabkan
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat jelamupakan suatu
pelanggaran terhadap ketentuan monopoli.

B. Praktek Monopoli dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam UU Nomor 5
Tahun 1999
Adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberamkiypelsaha
yang mengakibatkan dikuasainya sector produksi gamasaran yang
dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atalamggara hukum akan
dapat merugikan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayair{@ang-undang Nomor
5 Tahun 1999 menyatakan bahwa praktek monopolahdal

Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau leb#kypeisaha yang
mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pem@yasdas barang
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dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan pegesainsaha tidak
sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dari definisi yang diberikan di atas dapat kitaaketi bahwa pada
dasarnya ada 4 hal penting yang dapat kita kemuokagatang praktek
monopoli yaitd*:

1. Adanya pemusatan ekonomi;

2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satuesiupklaku usaha
ekonomi;

3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkaaipgan usaha tida
sehat; dan

4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan egan umum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemusatan kekuekanomi adalah

penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangheitasatu atau lebih

pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga Hdararejau jasa; dan

persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan @eieku usaha dalam

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasarangdan atau jasa yang

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawanuhulatau menghambat

persaingan usaha.

Tidak semua kegiatan yang merupakan pemusataroekanenjadi
dilarang, tetapi ada ketentuan yang menjadikan maindersebut tidak
dilarang. Ada persyaratan yang harus dipenuhi setvegpa di atur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bila pemusatamdtak ekonomi
tersebut tidak menyebabkan persaingan usaha tidteit.s

Secara teoritis, penyalahgunaan posisi monopolupadan perilaku
yang di dalamnya mengandung unsur. pencegahan, gbasaldn dan
penurunan persaingan serta eksploitasi. Unsureehigrsadalah upaya
perusahaan monopoli untuk mengurangi atau meniadekanan persaingan.

Perilaku ini adalah perilaku ekskluséxclusive condugtdimana perusahaan

341bid, hal 17
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monopoli melakukan strategi untuk mengusir pesamgata €xisting
competitoj keluar dari pasar atau mencegah masuknya pegatensial
masuk dalam pasar. Dengan hilangnya tekanan pgesaidi pasar, maka
perusahaan monopoli dapat mengeksploitasi mitransaikesi  untuk
meningkatkan keuntungan, terutama eksploitasi teqn&onsumen. Perilaku
penyalahgunaan posisi monopoli dalam bentuk eksgiodkonsumen dengan
cara menerapkan harga jual yang tinggi, melaluizasan jumlah produksi
atau melalui penurunan kualitas/pelayanan barangjasa yang dipasok

Penerapanrule of reason dalam membuktikan adanya dugaan
pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomro 5 Tah@8 tah dilakukan
dalam beberapa tahapan y&itu

1. Pendekatan pasar bersangkutan;

2. Pembuktian adanya posisi monopoli di pasar bersaagk

3. ldentifikasi praktek monopoli yang dilakukan oleélaku usaha yang
memiliki posisi monopoli;

4. ldentifikasi dan pembuktian dampak negartif darakilgang terkena
dampak dari praktek monopoli tersebut.

C. Pengecualian Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999

1. Ketentuan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999

UU Nomor 5 Tahun 1999 selain memberikan aturamtaa terhadap
kegiatan-kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam I-pasalnya, juga
memberikan aturan mengenai kegiatan yang dikearaliKegiatan ekonomi
juga diatur dalam berbagai Undang-Undang sekt@lrdengingat juga perlu
memberikan perlakuan khusus bagi sector teretmg kagiatan ekonominya
terkait dengan penguasaan hajat hiduporang banyakrta kegiatan
perekonomian nasional harus diselenggarakan berdates demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi bdilemn, berkelanjutan,

% Lihat lampiran Peratura Komisi Pengawas Persaitfgaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undamgadt 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehhf,5

% |bid, hal 17
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berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengarjagerkeseimbangan,
kemajuan dan kesatuan nasional sebagaimana did@manddlam Pasal 33
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Da$agara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka agar tidak terjadi loiitsi pengaturan dalam
Undang_Undang Nomor 5 tahun 1999 diatur ketentualand Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengecualian tersebturdilalam ketentuan
Pasal 5 ayat (2), Pasal 50 huruf a sampai huraif iRhsal 57.

Pengecualian penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 digratperiu
dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteralegyat sebagai wujud
dukungan terhadap politik ekonomi Indonesia selagaa dinyatakan pada
Pasal 33 UUD 1948, Ketenntuan pengecualian dalam UU Nomor 5 Tahun
1999 dijabarkan dalam Pasal 50 menyatakan:

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undancaotalah:

a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan neeiaksn
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekaysalektual
seperti lisensi, paten, merek dagang, hak ciptaaideproduk
industry, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasigang, serta
perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau

c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barangathu jasa
yang tidak mengekang dan atau menghalangi persgiagzu

d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidedmuat
ketentuan untuk memasok kembali barang dan at@audesgan
harga yang lebih rendah daripada harga yang thfsrjanjikan;
atau

e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan perbaikan
standar hidup masyarakat luas; atau

f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasetolPemerintah
Republik Indonesia; atau

g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan uelskor yang
tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan padamd
negeri; atau

37 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman PedaksKetentuan Pasal 50 huruf a
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangakték Monopoli dan Persaiangan Usaha
Tidak Sehat, hal 3

3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pagah@i&etentuan pengecualian Pasal
50 huruf a dalam persaingan usaha, (Jakarta: KIRBIUS5.
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h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujnguk
melayani anggotanya.

Ketentuan pengecualian tersebut memiliki potensinimiulkan
permasalahan karena tidak menutup kemungkinan nbettitan kontradiksi
terhadap berbagai peraturan perundang-undanganbgtaku. Oleh karena
itu dalam implementasinya, harus mempertimbangkahh&l sebagai
berikut®:

a. Sejauh mana hukum dan kebijakan di bidang persaingaha sebagai
prioritas yang harus di terapkan;

b. Jika ketentuan pengecualian yang harus diterapksmka harus jelas
alasan dan parameter yang menjadi dasar pemilihatentkian
pengecualian tersebut; dan

c. Dalam hal apa kebijakan yang diatur dalam peratupa@nundang-
undangan yang lain dapat tetap dilaksanakan, maskiglak sejalan
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf a fgpdadang
Nomor 5 Tahun 1999, dimaksudkan uriflik
a. Menyeimbangkan kekuatan ekonomi yang tidak samsalk@n kegiatan

yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dalam rangieningkatkan

kekuatan penawarannya ketika menghadapi pelakuaugaing memiliki

kekuatan ekonomi lebih kuat. Dalam kasus yang demikerhadap
pelaku usaha kecil, dapat diberikan pengecualitanmdpenerapan hukum
persaingan usaha.

b. Menghindari terjadinya kerancuan dalam penerapamabg-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 apabila terjadi konflik kepeg#in yang sama-sama

% bid, hal 8
4% bid, hal 8-9
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ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalderbagai peraturan
perundang-undangan.

c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penerapan peratpesundang-
undangan, misalnya pengecualian bagi beberapa taegilembaga
keuangan untuk mengurangi resiko dan ketidakpasBantor keuangan
perlu dijaga stabilitasnya, mengingat pentingnyeampesector keuangan
dalam proses pengembangan ekonomi.

d. Melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3) dah @) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh pelaku aisghng
mengakibatkan adanya pemusatan kekuatan ekondmimemenuhi unsur-
unsur ketentuan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 nubkecualikan
sehingga tidak dapat dikenakan sanksi. Dengan adatuyan pengecualian
tersebut maka kegiatan ekonomi yang memenuhi iaiiasal 50 UU Nomor
5 Tahun 1999 masih dapat terus dilaksanakan.

2. Ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999

Ketentuan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatmgenai
monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkdéagan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang mendwaatihidup orang
banyak serta cabang-cabang produksi yang pentiggregara, dimana itu
perlu di atur dengan undang-undang dan diselealga oleh Badan Usaha
Milik Negara dan atau badan atau lembaga yangtikeatau ditunjuk oleh
pemerintah. Peranan negara dalam kegiatan ekonamat ddiwujudkan
dengan perbuatan administrasi negara, baik yangjfé#tehukum (yuridis)

maupun perbuatan administrasi negara yang bersifiathukum (faktual).
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Kedua perbuatan administrasi negara tersebut Béaojuntuk melindungi hak
dasar masyarakat
Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan jelas mekgyaita

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitangan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasamnyanguasai
hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang psodgdng penting
bagi negara diatur dengan undang-undang dan dgggieakan oleh
Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau leanbamg
dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka unsur-ugang
dikecualikan dapat diuraikan sebagai befikut
a. Monopoli dan atau Pemusatan Kegiatan
Berdasarkan definisi monopoli sebagaimana diuraidlalam Pasal 1
angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1999, monopoli pada dgsarn
menggambarkan suatu keadaan penguasan pelaku atsahbarang dan
atau jasa tertentu yang dapat dicapai tanpa harlakokan ataupun
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan giatsaingan usaha
tidak sehat,
Berdasarkan definisi pemusatan kegiatan ekononasigseimana diuraikan
dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1999, pesmudeegiatan
pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan pengaaganyata atas
suatu pasar bersangkutan yang dicerminkan dari regmannya dalam
menentukan harga yang dapat dicapai oleh satuleléu pelaku usaha
tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan teymdipraktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Dengan memperhatikan uraian pemahaman unsur-uemabtt di atas,

maka baik monopoli maupun pemusatan kegiatan bukanupakan

1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pet@ksKetentuan Pasal 51 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktalopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
(Jakarta:KPPU)

“2ibid
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kegiatan yang dilarang UU Nomor 5 Tahun 1999 dapatiailakukan

ataupun dicapai oleh satu pelaku usaha dengan tatapperhatikan

prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

. Produksi dan atau Pemasaran Barang dan atau Jagdgaguasai Hajat

Hidup Orang Banyak

Berdasarkan teori hukum dan penafsiran sistematisadap unsure ini,

maksud barang dan atau jasa yang menguasai hdjgi brang banyak

adalah yang memiliki fungsi:

1. Alokasi, yang ditujukan pada barang atau jasa yberasal dari
sumber daya alam yang dikuasai negara untuk diratkaia bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

2. Distribusi, yang diarahkan pada barang dan asaiyang dibutuhkan
secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suattuvekentu atau
terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar; dan atau

3. Stabilisasi, yang berkaitan dengan barang dan jakal yang harus
disediakan untuk kepentingan umum, seperti baraag atau jasa
dalam bidang pertahanan keamanan, moneter danl, figkag

mengharuskan pengaturan dan pengawasan yang bkinsias.

. Cabang-cabang Produksi yang Penting bagi Negara

Pengertian cabang-cabang produksi yang penting bhagara adalah

ragam usaha produksi atau penyediaan barang daraagayang memiliki

sifat:

1. Strategis, yaitu cabang produksi atas barang danjasa yang secara
langsung melindungi kepentingan pertahanan negara rdenjaga
keamanan nasional; atau

2. Financial, yaitu cabang produksi yang berkaitant ede@ngan

pembuatan barang dan atau jasa untuk kestabilapteraian jaminan
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perpajakan dan sector jasa keuangan yang dimkafaaintuk

kepentingan umum.

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan oleh negaledap kegiatan

yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasarandgdan atau jasa

yang menguasai hajat hidup orang banyak serta gatabang produksi

yang penting bagi negara harus di atur denganngadadang.

. Diatur dengan Undang-undang

Pengertian diatur dengan undang-undang merupakaratsiegal dari

negara untuk melakukan monopoli dan/atau pemuskégiatan atas

barangn dan atau jasa yang menguasai hajat hidug danyak serta

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.

Hal ini monopoli dan atau pemusatan kegiatan oktfara tersebut hanya

dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu rdaleentuk undang-

undang. Undang-undang tersebut harus mencantunekanasjelas tujuan

monopoli dan atau pemusatan kegiatan serta mekamiengendalian dan

pengawasan negara dalam penyelenggaraan monopdtala pemusatan

kegiatan tersebut, sehingga tidak mengarah paddikpr@onopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat.

. Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Embaga yang

dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

1) Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara
Badan usaha milik negara menurut Pasal 1 angka INOkor 19
Tahun 2003 adalah Badan usaha yang seluruh atagiaebbesar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaacasa langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Penyelenggaraan monopoli dan atau pemusatan kegedduksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa oleh negaaaddp kegiatan
dengan produksi dan atau pemasaran atas barangtalajasa yang

menguasai hajat hidup orang banyak serta cabanguksib yang
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penting bagi negara, diutamakan dan terutama dggégakan oleh

BUMN.

Dalam hal dimana BUMN tidak memiliki kemampuan untu

menyelenggarakan penguasaan monmopoli negara, loeatasarkan

pasal 51 UU Nomor 5 tahun 1999 penyelenggaraaaropatindan

atau pemusatan kegiatan dapat diselenggarakan lmdan atau

lembaga yangdibentuk pemerintah.

Diselenggarakan Badan atau Lembaga yang dibentuleftgah

Badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah mekgmbatugas

pelayanan kepentingan umum (public service) yangekangannya

berasal dari pemerintah pusat dan dibiayai olela degara (APBN)

atau dana public lainnya yang memiliki keterkaid@mgan negara.

Badan atau lembaga vyang dibentuk pemerintah dalam

menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan &agiaijib

memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a) Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan dipéngdibina
dan dilaporkan kepada pemerintah;

b) Tidak semata-mata ditujukan untuk mencari keuntanga

c) Tidak memiliki kewenangan melimpahkan seluruh agabagian
monopoli dan atau pemusatan kegiatan kepada mpiakBUMN
dan badan atau lembaga yang dibentuk pemerintahat dap
menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan &agsacara
bersama-sama sesuai dengan kebutuhan danpertimbanga
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Diselenggarakan Badan atau Lembaga yang ditunjoieRetah

Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah memiléng lingkup

yang luas, termasuk di dalamnya adalah badan atabalga perdata

yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas darg$iinegara.
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Prosedur dan persyaratan penunjukan badan atauadamlpang
ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggaraan monagenrh atau
pemusatan kegiatan dimaksud dilakukan berdasarkaratysan
perundang-undangan yang mengatur mengenai penghadeamg dan
atau jasa pemerintah sehingga tidak mengakibaétgdinya praktek
monopoli dan atau persaiangan usaha tidak sehat.

BUMN ataupun badan atau lembaga yang dibentukpataditunjuk
oleh pemerintah sebagai penyelenggaraan monopaoti dtau
pemusatan kegiatan sebagaimana dimaksud, tidak ohegbanpahkan
kembali hak penyelenggaraan monopolinya dan atamug&tan

kegiatannya baik sebagian maupun seluruhnya kgphdg lain.

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 50 dan PasdUS4omor 5 tahun
1999 tentang pengecualian, seluruh kegiatan ekodamiatau perjanjian yang
memenuhi unsure pengecualian berdasarkan aturgnbgataku, namun harus
tetap mengedepankan prinsip-prinsip persainganauyahg sehat. Apabila
tidak memenuhi unsure pasal tersebut maka tidaktdd#igategorikan sebagai
perilaku atau tindakan yang dikecualikan oleh UUrdo5 Tahun 1999.

Para pihak yang terkait pengoperasian taksi bandalam Perkara
KPPU Nomor 20/KPPU-1/2009 adalah Primer Koperasigkatan Laut
Surabaya yang merupakan badan usaha yang berbkopekasi, didirikan
berdasarkan akta pendirian pada tanggal 19 Septetig@ dan didaftarkan ke
Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur padaytml 26 Februari 1980.
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya sebelum ntal2006 telah
mendapatkan izin operasional taksi antar kota ydikgluarkan oleh DLLAJ
Propinsi Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah mern#lapaizin operasi
angkutan taksi bandara. Primer Koperasi Angkatan Barabaya berdasarkan

perjanjian kerjasama dengan PT Angkasa Pura k¢R®r Cabang Bandara
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Internasional Juanda Surabaya Nomor KTR/02/X2/2¢€0®gal 6 Oktober
2006 telah memberikan izin untuk mengelola pengagian taksi di Bandara
Juanda Surabaya. Kegiatan yang dilakukan Primeretasp Angkatan Laut
Surabaya adalah melayani penumpang pesawat yamy duBandara Juanda
Surabaya untuk diantar ke luar bandara. Keberadd&amer Koperasi
Angkatan Laut Surabaya dalam mengoperasikan angktaksi bandara
berdasarkan perjanjian dan kegiatan operasional taksebut untuk melayani
perumpang pesawat di Bandara Juanda Surabaya #an bmtuk melayani
anggota koperasi. Dengan demikian Primer Koperagkatan Laut Surabaya
tidak termasuk dalam ketentuan pengecualian daksal»0 huruf i Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pihak yang terkait dalam pengoperasian taksi paelkaRa Nomor
28/KPPU-1/2007 adalah Koperasi Karyawan Otorita aBgt Koperasi
Pengemudi Taksi Domestik Sekupang, Koperasi Hard®ay, Koperasi
Pengemudi Taksi Batam, Koperasi Primkoppol, KopeRegawai Republik
Indonesia Citra Wahana, Kopti, Koperasi Bina Wai@angemudi Taksi,
Koperasi Primkopad, Koperasi Mega Gotong Royongpdfasi Pengayoman
Pegawai Departemen Kehakiman, Koperasi PengemudanBaKoperasi
Metro, Koperasi Bima, Koperasi Pengemudi Taksi risional Sekupang,
Koperasi Primkopal. Koperasi taksi tersebut dalgmerasionalnya melayani
penumpang dari pintu ke pintu di wilayah kota Bata®edangkan untuk
pengoperasian taksi bandara dilakukan oleh Kop&aasiawan Otorita Batam
yang merupakan badan usaha yang berbentuk koperagi didirikan pada
tahun 1983 dengan salah satu bidang usaha yaiha yssnunjang kegiatan
Bandara Hang Nadim serta jasa transportasi takalar® melaksanakan
operasional taksi di Bandara Hang Nadim Batam, Kagpe<aryawan Otorita
Batam telah mendapatkan izin oleh Badan OrotitaafBatDalam pelayanan
jasa taksi bandara, Keberadaan taksi bandara y&wedpld oleh Koperasi

Karyawan Otorita Batam untuk melayani penumpangwatdi Bandara Hang
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Nadim Batam untuk diantar keluar bandara dan bukdank melayani anggota
koperasi. Dengan demikian Koperasi-koperasi yanggogerasionalkan taksi
tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pengeaoudhlam Pasal 50 huruf i
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

D. Peraturan Tentang Jasa L ayanan Taksi Bandara

Bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu rtradaportasi tidak
dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lamgyditata dalam sistem
transportasi nasional yang dinamis dan mampu meapgasi kemajuan di
masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu angkau seluruh
pelosok wilayah daratan dan memadukan moda trataspdainnya, perlu
lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan meemaya sebagai
penghubung wilayah baik nasional maupun internagi@ebagai penunjang,
pendorong, dan penggerak pembangunan nasional dgmmmingkatan
kesejahteraan rakydt Pengangkutan orang ataupun barang disesuaikan
dengan alat transportasi yang digunakan ataupury yhatur lain oleh
pemerintah. Khusus angkutan penumpang dalam Bdskindang-Undang
Nomor 14 Tahun 1992 dinyatakd®engangkutan orang dengan kendaraan
bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor upgrilumpang.”

Keberadaan taksi bandara merupakan kegiatan pergud@i bandar
udara yang meliputi jasa lain yang secara langsidag langsung menunjang
aktivitas bandara. Hal ini diatur dalam pasal 3gkan6 huruf j Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 yang maehkgat fjasa
pelayanan angkutan darat (land transportation seeyiyaitu kegiatan jasa
angkutan darat bagi penumpang dan atau barang spetagunjung bandar

udara, antara lain taksi dan buis Kegiatan penunjang ini dapat dilaksanakan

“3 Liat Bagian Pertimbangan huruf b Undang-Undang biob# Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
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oleh badan hukum Indonesia atau perseorangan dengamgadakan
perjanjian/kesepakatan dengan penyelenggara bandenai kelancaran
operasional banddfa

Untuk tarif yang akan dikenakan kepada penumpamguaan umum
ditentukan oleh pemerintah sebagaimana ditegasilamdPasal 42 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menyatak&truktur dan golongan
tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkah pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentargkwtan Jalan
menyatakan dalam Pasal 1 angka 9 bahwa taksi a#teladaraan umum
dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda udwudan dilengkapi
dengan argometer. Taksi merupakan pengangkutan g ordengan
menggunakan kendaraan umum tidak dalam trayek denmdayanan
angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah opesatiagaimana di atur dalam
Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 41T 2883.

Struktur tarif yang berlaku bagi taksi dengan memgdkan argometer
dan penngenaan tarif awal ditetapkan oleh pemaérintéewenangan
pemerintah untuk menetapkan tarif taksi didasapauaa ketentuan Pasal 48
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 yang nemya “Tarif
angkutan penumpang tidak dalam trayek kecuali tadtisetapkan oleh
penyedia jasa angkutan'Dengan dasar tersebut, pemerintah berkewajiban
untuk menetapkan tarif awal, tarif dasar, tarifafjadan tarif waktu yang
ditunjukan dalam argometer.

Taksi sebagai salah satu alat transportasi dangf lyaroperasi melayani
penumpang dari satu tempat ke tempat tujuan dengeanggunakan
argometer untuk menentukan tarif yang harus dibaeh penumpang.
Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Keputusan MenteruB@ngan Nomor KM

35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan AngkutangQiadalan Dengan

* Lihat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 T&00? tentang Penyelenggaraan
Bandar Udara Umum, Pasal 35 dan Surat Keputusg@n®erhubungan Udara Nomor 100/X1/1985
tanggal 12 Nopember 1985

UniversitasIndonesia

Praktek monopoli..., Akhmad Muhari, FHUI, 2012



40

Kendaraan Umum yang dimaksud angkutan taksi adaksmdaraan umum
dengan menggunakan mobil penumpang umum yang démeta khusus dan
dilengkapi dengan argometer yang melayani angkwtan pintu ke pintu

dalam wilayah operasi terbatas

Dalam Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubuiigamor KM 35
Tahun 2003 mengatur mengenai penetapan wilayahasipaal angkutan
taksi didasarkan kepada kebutuhan jasa angkutan pgtkembangan daerah
perkotaan dan tersedianya prasarana jalan yang deeénf®enetapan wilayah
operasional angkutan taksi ditetapakan berdasddeenjangkauan angkutan
taksi tersebut. Dalam Pasal 8 ayat (2) KeputusamdfiePerhubungan Nomor
KM 35 Tahun 2003 menyatakan:

“Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimakdalam ayat

(1) ditetapkan oleh:

a. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yaneglusuhnya
berada dalam Daerah Kabupaten/Kota yang belum asfeefapan
wilayah operasi dari Gubernur atau Direktur jendéra

b. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampelih dari
1 (satu) daerah Kabupaten/kota dalam satu propigsing
merupakan satu kesatuan wilayah perkotaan yang nbehda
penetapan wilayah operasi dari direktur jenderal,

c. Direktur jenderal, untuk wilayah operasi taksi yamgelampui
daerah kabupaten/kota lebih dari satu propinsi.”

Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengaayadil mobil
penumpang umum jenis sedan atau station wagonisesugan standar yang
telah ditetapkan dan tidak menggunakan jadwal dalaenasinya. Kendaraan
harus dilengkapi perlengkapan standar taksi melipulisan “TAKSI”,
memakai pendingin udara, memasang logo dan namsgieran pada pintu
bagian depan dan terdapat argometer untuk menentigkd yang harus
dibayar oleh penumpang.

Untuk memudahkan mobilisasi penumpang yang akarakelan masuk

bandara harus diatur oleh pengelola bandara. R#adendara wajib untuk
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menyediakan transportasi sebagai kegiatan penurjandar udara. Dalam
Pasal 34 angka 6 huruf j Keputusan Menteri PerhgdmirNomor 48 Tahun
2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umumatadiay:

“Usaha kegiatan penunjang Bandar udara terdiri dari
6) Jasa lainnya yang secara langsung atau tidakg$aing
menunjang kegiatan bandar udara, antara lain:
j. Jasa pelayanan angkutan darat (land transpodati
service) yaitu kegiatan jasa angkutan darat bagiyepang
dan atau barang serta pengunjung bandar udara, r@ntain
taksi dan bus;

untuk dapat melakukan kegiatan penunjang bandaaudangenai jasa
layanan angkutan darat, badan hukum atau peroraha@at melakukan
kerjasama dengan mengadakan perjanjian atau kedapalbersama
dengan penyelenggara bandar udara berdasarkarsipprsaling
menguntungkan dengan mempertimbangkan kelancaragrasapnal
bandar udara dan kelancaran penerbatigan
Untuk dapat beroperasi di wilayah bandar udarasitdkn angkutan
umum harus mendapat izin dari kepala bandar udalak semua angkutan
diperbolehkan beroperasi di wilayah bandara targsiain dari pengelola
bandar&®. Pelaku usaha dalam mengoperasikan angkutan keksiara
diwajibkan mempunyai izin melaksanakan kegiatamysetan taksi bandara
dalam bentuk kontrak atau izin sewa dari kepaladbamudard’. Dengan

demikian tidak semua taksi dapat beroperasi di &@nd

“S Lihat ketentuan Pasal 35 ayat (2) Keputusan MeR&hubungan Nomor 48 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.

“% Lihat ketentuan Pasal 95 Surat keputusan Dirjehu®eingan Udara Nomor 100/X1/1985
tanggal 12 Nopember 1985

*"Ibid , Pasal 106
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BAB I11
PEMBUKTIAN PRAKTEK MONOPOLI
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

A. Pendekatan Hukum Dalam Membuktikan Praktek Monopoli
Untuk menentukan pelaku usaha yang dilaporkan mkéak pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, proses pembuktiarupakan unsure
yang penting dalam memutus melanggar larangan gkakbonopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu diperluledat-alat bukti yang
mendukung adanya penilaian pelaku usaha terselalt meelakukan praktek
monopoli. Maka dalam penelitian ini, akan menjeteskproses dan cara
pembuktian perkara monopoli yang dilakukan oldPPKl untuk memeriksa,
membuktikan dan memutus perkara tentang praktelopain
Ada 2(dua) pendekatan yang dipakai dalam proseshyldran praktek
monopoli yaitu:
1. Per se illegal
Pendekataper se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan
usaha tertentu sebagai illegal, tanpa pembuktibih lanjut atas dampak
yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan asi@sebut. Kegiatan yang
dianggap sebagaier se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara
kolusif atas produk tertentu, serta pengaturangharg kembaft®.
Suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilangaiper se illegal,akan
dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit. Jemésilaku yang
ditetapkan secanaer se illegalhanya akan dilaksanakan, setelah pengadilan

memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilsagebut, yakni

8 R. Sheyam Khemani and D. M. Shapiro, Glossaryafistrial Organisation Economic and
Competition Law (Paris: OECD, 1996) p. 51, kutigkam Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan
Konteks, Andi Fahmi Lubis, Dr, SE, ME, dkk GTZ, ©ker 2009, hal 55
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bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat patsaingan dan hampir
selalu tidak pernah membawa manfaat sétial

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakpkadekatarper se
illegal yakni pertama,harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari
pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukjatuhkan tanpa
disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, meagekibat dan hal-hal
yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti iangbap fair, jika
perbuatan illegal tersebut merupakan “tindakan g@figpleh perusahaan,
yang seharusnya dapat dihinddfedua, adanya identifikasi secara cepat
atau mudah mengenai jenis praktek atau batasalakperyang terlarang.
Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan pileku usaha, baik di
pasar maupun dalam proses pengadilan harus dajmtutian dengan
mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapatigter yang terletak
dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilakarang dan perilaku
yang saf.

Karena itu perse illegal merupakan sebuah laraggag sangat keras. Apa
pun alasannya suatu perbuatan yang memenuhi Sgdmaah larangan maka
perbutan tersebut dianggap melanggar hukum, kemdeti perbuatan itu
bermaksud atau berdampak baik. Sebaliknya perbtetsebut dibebaskan
dari pelanggaran hukum bila tidak memenuhi syaediugh larangan,
kendati pun perbuatan tersebut bermaksud dan bpedatidak baiR".

Dalam penerapan Undang-Undang Antitrust di Amefiaikat, beberapa
jenis perilaku bisnis tertentu dipandang sebagaise illegal.terlepas dari

penilaian mengenai berbagai akibatnay terhadagapwyan, dan atau

9 Herbet Hovenkamp, Anti Trust (St Paul MinnesotastWPublishing, Co, 1993) p. 31,
kutipan dari Hukum Persaingan Usaha Antara Tek<asnteks, Andi Fahmi Lubis, Dr, SE, ME, dkk
GTZ, Oktober 2009, hal 61

%0 carl Kaysen and Donald F. Turner, Anti Trust pglian Economic and Legal Analysis
(Cambridge; Harvard University Press, 1971) p. B#ytip dari Andi Fahmi Lubis, Dr, SE, ME,
dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan KentekzZ, Oktober 2009, hal 61

®1 Sutrisno Iwantono, Anggota KPPU periode 2000-2005
http://serambihukum.wordpress.com/2011/01/16/pélsgal-dan-rule-of-reason-dalam-hukum-

persaingan-usahakliakses pada tanggal 11 Juni 2012
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terlepasnya kondisi yang melingkupinya. Salah gsaanfaat besar dari
penggunaan metodpeer se illegal adalah kemudahan dan kejelasannya
dalam proses administrative. Di samping itu, peatiek ini memiliki
kekuatan mengikatsélf — enforcinl) yang lebih luas daripada larang-
larangan yang tergantung pada evaluasi mengenairyferkondisi pasar
yang komplek. Oleh karena itu, penggunaan pendekata dapat
memperpendek proses pada tingkatan tertentu daddakganaan undang-
undang. Suatu proses dianggap relative mudah alamtsma, karena hanya
meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah daengbuktian atas perbuatan
illegal tersebut. dalam hal ini tidak diperlukamgilgpenyelidikan terhadap
situasi serta karakteristik pa¥ar

Pembenaran substantive dalger se illegalharus didasarkan pada fakta
atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang kadapat mengakibatkan
kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. téfaebut dapat
dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dapmngambilan
keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal pggting harus diperhatikan
oleh pengadilanpertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari
perilaku tersebutKedua,kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan

yang dilarang’.

. Rule of reason.

Pendekatarrule of reasonadalah suatu pendekatan yang digunakan oleh
lembaga otoritas persaingan usaha untuk membukiasvanengenai akibat
perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna nhgkeam apakah suatu

perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghanatau mendukung

%2 Carl Kaysen and Donald F. Turner, Anti Trust pglian Economic and Legal Analysis
(Cambridge; Harvard University Press, 1971) p. B#ytip dari A.M. Tri Anggraini , Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sedva&® lllegal atau Rule Of Reason, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal 92

%3 Carl Kaysen and Donald F. Turner, op.cit, dikutigri Andi Fahmi Lubis, Dr, SE, ME, dkk,
Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Gkibber 2009, hal 61
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persaingan. Pendekatan ini  memungkinkan pengadilarelakukan
interpretasi terhadap UU seperti mempertimbangkktof-faktor kompetitif
dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hamba&alagangan. Hal ini
disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun akagi usaha yang
termasuk dalam UU Antimonopoli tidak semuanya dapenimbulkan
praktek monopoli atau persaingan usaha tidak seltafi merugikan
masyarakat. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian mauegiatan-kegiatan
tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persaingaiha yang sehat.
Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagaiapeg untuk
menentukan apakah mereka menimbulkan praktek mdratpa persaingan

usaha yang tidak sehat atau titfak

Penggunaan pendekatame of reason memungkinkan pengadilan untuk
melakukan interpretasi terhadap undang-undang.nbak ini, Mahkamah
Agung Amerika Serikat , umpamanya, telah menetagketu standamle

of reasonyang memungkinkan pengadilan mempertimbangkaorféaktor
kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya sudtambatan
perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambkatsebut bersifat
mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghamtseppersaingah

Keunggulanrule of reason adalah menggunakan analisis ekonomi untuk
mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasiiy ygakah suatu
tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepadaspergan. Dengan
perkataan lain, apakah suatu tindakan dianggap ma@mggat persaingan atau

mendorong persaingan, ditentukan oléh..economic values, that is, with

¥ Ranyta Yusrarttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6d®a9/pentingnya-
prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingaseha 11 Juni 2012

% E. Thomas Sullivan and Jeffrey L., Understandimgi Arust and Its Economic Implications
(New York: Matthew Bender and Co, 1994) p. 85, tiikudari Andi Fahmi Lubis, Dr, SE, ME, dkk,
Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Gkibber 2009, hal 66
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the maximization of consumer want satisfaction uhiothe most efficient

allocation and use resources.>®”

Namun pendekatarrule of reasonjuga mengandung satu kelemahan, dan
mungkin merupakan kelemahan paling utama yaituywbatule of reason
yang digunakan oleh para hakim dan juri mensyanapleagetahuan tentang
teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kokspldimana mereka
belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk @ieaminya, guna
dapat menghasilkan keputusan yang rasional. Testpgakemampuan dan
pengalaman hakim untuk mengatasi proses litigasy Y@mplek, seringkali
menimbulkan masalah sepanjang sejarah sistem pé&ngadl Amerika
Serikat”.

Sedangkan dengamule of reasoi, beberapa bentuk tindakan persaingan
usaha baru dianggap salah jika telah terbukti ealakybat dari tindakan
tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atauk@eoenian nasional
secara umum. Dalam pendekatae of reasonmungkin saja dibenarkan
adanya suatu tindakan usaha yang meskipun antipgen (misalnya
tindakan merger yang menghasilkan dominasi satakpelisaha) tetapi
menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkansumen atau
perekonomian nasional pada umumnya. Atau sebalilsuatu tindakan
usaha dianggap salah karena meskipun ditujukankuefigiensi tetapi
ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahg posisi
dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen, pekonomian
nasional umumnya, seperti pada tindakan integrasikal yang disertai

dengan tindakan restriktif (menghasilkaarriers to entry. Oleh karenanya,

%6 Robert H. Bork, The Rule of Reason and the PeE@eept: Price Fixing and Market
Division, The Yale Law Journal No. 5 vol. 74, Apti®65: p.781, dikutip dari Andi Fahmi Lubis, Dr,
SE, ME, dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Tehsdmteks, GTZ, Oktober 2009, hal 66

" “Development in the Law-The Civil Jury: The Jurgapacity to Decide Complex Civil
Cases”, Harvard Law Review vol 110 1997: p. 148tip dari Andi Fahmi Lubis, Dr, SE, ME,
dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan KentekzZ, Oktober 2009, hal 66
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penekanan padale of resoradalah unsure material dari perbuatannya. Dan

padarule of reasontindakan restriktif tidak rasionil yang menjadisaran

pengendaliannya dan penentuan salah tidaknya diggkdén kepada akibat

tindakan usaha (persaingan) terkait terhadap pealaskha lain, konsumen

dan atau perekonomian nasional pada umumnya. Maka it untuk

tindakan-tindakan tersebut dalam substansi perajaiya dibutuhkan

klausula kausalitas seperti di &fas

Karena menekankan pada akibat yang ditimbulkanmaaoule of reason

dalam UU Anti Monopoli biasanya akan diakhiri atengandung frasé

a) yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monagasi/atau
persaingan usaha tidak sehat ,

b) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingaa tidak sehat, atau

c) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingaa tidak sehat dan/atau

merugikan masyarakat

B. PEMBUKTIAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH KPPU

Untuk menentukan pelaku usaha yang dilaporkan rok&ak pelanggaran
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, proses pembukti@rupakan unsure yang
penting dalam memutus melanggar larangan praktetopai dan persaingan usaha
tidak sehat. Untuk itu diperlukan alat-alat bukdéing mendukung adanya penilaian
pelaku usaha tersebut telah melakukan praktek nodindpaka dalam penelitian ini,
akan menjelaskan proses dan cara pembuktian pemkanapoli yang dilakukan
oleh KPPU untuk memeriksa, membuktikan dan memptrkara tentang praktek

monopoli.

%8 Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, Posisi luk Persaingan Usaha Dalam Sistem
Hukum Nasional, Paper disampaikan sebagai bahambaeminar sehari “Refleksi Lima Tahun UU
No. 5/1999", Jakarta / Surabaya, Maret 2004

%9 http://www.scribd.com/doc/80084096/Rule-of-Reasatam-UU-Persaingan-Usaha-
Bukanlah-Delik-Materii diakses pada tanggal 11 Juni 2012
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Pembuktian adanya dugaan pelanggaran Pasal 17 gHutetang Nomor 5
Tahun 1999 pada hakekatnya adalah pembuktian posisiopoli dan praktek
monopoli. Sebelum membuktikan adanya praktek manopaka harus dibuktikan
terlebih dahulu adanya posisi monopoli suatu pelakah&’. Pembuktian adanya
dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomah&nT1999 menggunakan
pendekatamule of reasornyang dapat dibagi dalam beberapa tahapan paitiama:
pendefinisian pasar bersangkutan. Dalam menentplesar bersangkutan dalam
pemeriksaan perkara di KPPU, dilakukan berdasaukesnire pasar, jangkauan atau
daerah pemasaran, pelaku usaha dan substitusi.uRegambuntuk menentukan pasar
bersangkutan dengan bersumber dari penentuangrasiaik dan pasar geografis.

Kedua: Pembuktian adanya posisi monopoli di pasar bersaagk Pelaku
usaha dapat disebut monopoli apabila pelaku usabkabiut melakukan penguasaan
produksi atas barang dan atau jasa yaitu barangatdanjasa yang bersangkutan
belum ada substitusinya, dimana pelaku usaha meluksdmenjual produk barang
dan atau jasa yang tidak memiliki pengganti bardag atau jasa yang terdekat.
Pelaku usaha dapat dikatakan monopoli apabila nkédreggan pelaku usaha lain
tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha bdeengtau jasa yang sama. Unsur
yang terakhir pelaku usaha dikatakan memiliki gasisnopoli apabila satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguakadei50% (lima puluh presen)
pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasdterten

Ketiga: identifikasi praktek monopoli yang dilakukan oleblaku usaha yang
memiliki posisi monopoli. KPPU melakukan penilaitarthadap praktek monopoli
yang merupakan bentuk penyalahgunaan posisi manggag timbul akibat adanya
penyalahgunaan kekuatan monopoli. Penyalahgunaaisi pponopoli merupakan
perilaku pelaku usaha yang didalamnya mengandusgremencegahan, pembatasan

dan penuruan persaingan serta eksploitasi.

% Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan UsahgoN11 tahun 2011 tentang Pedoman
Pasal 17 (Praktek Monopoli Undang-Undang Nomor Buihal999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat, hal 17
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Keempatidentifikasi dan pembuktian adanya dampak yanguirdiari adanya
praktek monopoli. Dengan adanya praktek monopatigydilakukan oleh pelaku
usaha perlu dibuktikan adanya dampak negartif teghapersaingan. Praktek
monopoli yang dilakukan berdampak negartif secaagdung maupun tidak
langsung kepada pelaku usaha pesaingnya ataupakupesaha yang berpotensi

menjadi pesaing.

a. Putusan KPPU Nomor 20/KPPU-I/ 2009
Adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor Gnraé99 Pasal
17 dan Pasal 19 huruf a dan d terkait dengan jaksydhan Taksi di Bandara
Internasional Juanda Surabaya yang dilakukan odelagor I: PT Angkasa Pura
| (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional du8ndabaya dan Terlapor II:
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya.
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berls@bagai berikut:

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan ataslyksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapatgaie@batkan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usalakisehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukangpasaan
atas produksi dan atau pemasaran barang dan atasga ja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum abatgusinya;
atau

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masekd&lam
persaingan usaha barang dan atau jasa yang sanaaj at

c. Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha meagletsh
dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satugdrarang atau
jasa tertentu.

Pasal 19 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 5 Talfig9
berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beebriapgiatan,
baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lainnyamgydapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan gbausaingan
usaha tidak sehat berupa:
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a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertamttuk
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar
bersangkutan; atau

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku w@sah
tertentu.

Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada dugekinggaran Pasal
17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasar prodiakrdperkara ini adalah
jasa layanan angkutan taksi yang mengangkut pemgmnysng diselenggarakan
oleh badan usaha baik yang berbentuk badan hukuopunabukan badan
hukum. Pasar geografik dalam perkara ini adalahdBa Juanda Surabaya.
Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jagleutam umum taksi yang
beroperasi di wilayah Bandara Juanda Surabaya.

Bahwa sejak tahun 1985 PT Angkasa Pura | (Persaed) dipercaya oleh
pemerintah untuk mengelola bandara salah satudgéata Bandara Juanda
Surabaya yang dahulunya adalah lapangan udara ydingliki dan
pengelolaannya oleh TNI Angkatan Laut. Sesuai dengSKEP
105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan PenunjBagdar Udara di
Lingkungan Bandara yang dikelola oleh PT Angkasa P(Persero) pada BAB
Il Pasal 3 butir (cpahwa kewenangan Kepala Cabang untuk “menandatangan
perjanjian sewa menyewa atau kerjasama usaha ujstiogka waktu sampai
dengan 3 (tiga) tahun, selain perjanjian yang berukontrak manajemen,
kerjasama operasi, kerjasama lisensi, BOT, BTO, Rla®sejenisnya”.

Secara fakta terdapat dua pasar taksi di Jawa Tiyaitu pasar bandara
dan non bandara. Pembedaan dua pasar ini telalditegjak berdirinya Bandara
Juanda Surabaya, sebelum ada taksi yang mengguaal@meter. Keberadaan
taksi bandara diperuntukan untuk melayani penumpesgwat yang mendarat
di Bandara Juanda Surabaya. Terminologi taksi bandalalah taksi yang
memperoleh izin operasi khusus di Bandara Juandab&ya yang hanya
mengangkut penumpang dari bandara ke luar (tujuder) tidak boleh
mengangkut penumpang di luar bandara. Primer Kepetagkatan Laut
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Surabaya saat ini mengelola Taksi Prima dan TaksigWang beroperasi di
Bandara Juanda Surabaya. Bahwa terdapat 27 (dula fpjuh) operator taksi
argo yang beroperasi di kota Surabaya yang tergabdalam Kelompok Kerja
Usaha Taksi Surabaya (KKUTS).

Bahwa besaran tarif taksi argo di Kota Surabayaddsarkan pada
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya, sedangaah taksi Bandara
Juanda Surabaya ditentukan sepenuhnya oleh opéaégryang bersangkutan
dengan mempergunakan sistem zona.

Bahwa Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya tetabmbuat
perjanjian kerjasama dengan PT Angkasa Pura |éRgr€abang Bandar Udara
Internasional Juanda Surabaya Nomor KTR/02/X2/2@686gal 6 Oktober 2006
yang antara lain mengatur secara jelas membenieakepada Primer Koperasi
Angkatan Laut Surabaya sebagai operator taksi lban@ampai saat ini Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya telah mengelolaiTRkma dan Taksi Wings
yang beroperasi di Bandara Juanda Surabaya.

Bahwa Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya teltegtoperasi
menjadai operator taksi di Bandara Juanda Surabajak tahun 1979 dan
mengikat Perjanjian Kerjasama dengan PT Angkasa PyPersero) Cabang
Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Meslkgoa perusahaan lain
yang memperoleh ijin operasi taksi yaitu GoldemdBikarena harga dan
spesifikasi berbeda maka konsumen yang menggurjakan Primer Koperasi
Angkatan Laut Surabaya juga berbeda, sehingga daakteknya Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya merupakan saturgatpelaku usaha yang
memberikan jasa angkutan taksi umum kepada penygmgang turun di
Bandara Juanda Surabaya. Primer Koperasi Angkataurt Burabaya juga
melakukan perjanjian kerjasama dengan taksi antéa kainnya tanpa ada
campur tangan dari PT Angkasa Pura | (Persero)ai@pBandar Udara

Internasional Juanda Surabaya. Hal ini menunjukipasisi Primer Koperasi
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Angkatan Laut Surabaya yang memiliki kewenanganardal mengatur

pengelolaan taksi Bandara Juanda Surabaya.

Analisis dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Untemmgor 5 Tahun

1999 yang dilakukan oleh Primer Koperasi AngkatautLSurabaya adalah

sebagai berikut:

1.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 TaB@8 fentang
Angkutan Jalan dan keputusan Menteri PerhubungamoNd<M 35

Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Oradglah Dengan
Kendaraan Umum disebutkan bahwa: “Taksi adalah &t umum
dengan jenis mobil penumpang yang diberi tandaugwdsn dilengkapi
dengan argometer.”.

Sesuai dengen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 198ang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan “struktur dgolongan tarif
angkutan dengan kendaraan umum ditetapkan oleh rpgai®. Dan

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993@nterAngkutan
Jalan menyebutkan “tarif angkutan penumpang tidalam trayek
kecuali taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angKuta

Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya sebagaissdtinya operator
taksi di Bandara Juanda Surabaya yang mendapagkandari PT

Angkasa Pura | (Persero) Cabang Bandar Udara ademmal Juanda
Surabaya menggunakan tarif dengan sistem zona.

Tidak ada dasar hukum yang memberikan kewenangpadkePrimer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya untuk menentukahdengan zona,
sehingga penerapan tarif dengan sistem zona tedgiyatahi ketentuan
yang berlaku.

Konsumen tidak diberikan pilihan untuk menggunakemstem argometer
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehinggaePridoperasi
Angkatan Laut Surabaya yang menetapkan besaraydag lebih mahal

dibandingkan dengan tarif taksi argo, merupakadahsaatu bentuk
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praktek monopoli yang merugikan konsumen apab#gaggunakan jasa
pelayanan taksi milik Primer Koperasi Angkatan L&utabaya.
Selanjutnya, Majelis Komisi mengambil kesimpulandasarkan Laporan
Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Pendapat atau Pemb&&&apor, surat, dokumen
dan alat bukti lainnya terhadap dugaan pelanggBasal 17 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:
1. Pelaku Usaha

a. Yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasaigkaab
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adatahng perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hulatau bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atadakno&an
kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Ind@ebaik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, yalEmgarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

b. Bahwa Terlapor | PT Angkasa Pura | (Persero) CabBandar
Udara Internasional Juanda Surabaya merupakan hesddra milik
negara yang memiliki hak eksklusif untuk mengejaka pelayanan
kebandarudaraan di Bandara Juanda Surabaya.

c. Bahwa Terlapor Il Primer Koperasi Angkatan Laut dhaya
merupakan badan hukum yang didirikan dan berkedududi
Indonesia, melakukan kegiatan usaha dalam pengelajperasional
Taksi Prima dan Taksi Wing di Bandara Juanda Syeaba

d. Dengan demikian unsure pelaku usaha dalam perkaraelah
terpenuhi.

2. Penguasaan atas Produksi dan/atau Pemasaran Bardatau Jasa

2.1. Barang dan/atau jasa

a. Yang dimaksud dengan jasa menurut Pasal 1 angkind@ng-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “jasa adalahpskety@nan
yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang digendgan

UniversitasIndonesia

Praktek monopoli..., Akhmad Muhari, FHUI, 2012



54

dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsunmtean a
pelaku usaha”.

b. Pasar produk dalam perkara ini adalah jasa angkuneim taksi
yang beroperasi di wilayah Bandara Juanda Surabaya.

c. Dengan demikian unsure jasa terpenuhi.

2.2. Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasai@mgBR#an/atau Jasa

a. Menurut Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 T4!999
menyatakan: “Pelaku usaha patut diduga atau digngga
melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasa
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam(Bya
apabila:

(a) Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada
substitusinya;

(b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masak k
dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa sarg s
atau

(c) Suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa
pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

b. Bahwa Terlapor Il Primer Koperasi Angkatan Laut ghaya
berdasarkan perjanjian kerjasama dengan TerlapdrAngkasa
Pura | (Persero) Cabang Bandar Udara Internasidnahda
Surabaya memiliki hak untuk mengelola operasioreisit
Bandara Juanda Surabaya.

c. Bahwa Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya nakamp
satu-satunya badan hukum yang mengelola angkutesn da
Bandara Juanda Surabaya yang mempunyai wewenamog§ unt
menentukan denagn siapa kerjasama operasional daksliara

dilakukan tanpa harus mendapat persetujuan darAmjkasa
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Pura | (Persero) Cabang Bandar Udara Internasidnahda
Surabaya. Dengan demikian Primer Koperasi Angkéizumt
Surabaya memiliki posisi monopoli dalam pengelolaan
operasional taksi Bandara Juanda Surabaya.

d. Dengan demikian unsure Penguasaan atas Produksindar
dan/atau Jasa terpenuhi.

2.3. Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli /déau Persaingan

Usaha Tidak Sehat.

a. Yang dimaksud praktek monopoli menurut Pasal 1 angk
Undang_undang nomor 5 Tahun 1999 adalah: “Pemusatan
kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usgdray
mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pearrasa
barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbyl&esaingan
usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentinrgami

b. Yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomiroten
PAsal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989®ahd
“penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersamgiekasatu
atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentakga bharang
dan jasa”.

c. Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sebatirot
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198&lad
“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankgrat&a
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasg ya
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hulatau
menghambat persaingan usaha”.

d. Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya sebagaigielagjasa
pelayanan taksi di Bandara Juanda Surabaya meaetapkf
berdasarkan zona padahal aturan yang berlaku mersifaa

taksi menggunakan sistem argometer.
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e. Di Bandara Juanda Surabaya hanya terdapat taksg yan
menggunakan sistem zona, sehingga mengakibatkasu tmm
dirugikan karena tidak ada pilihan untuk menggunakaksi
dengan sistem argometer sesuai dengan ketentugnbgaliaku.
Tidak ada peraturan yang membedakan antara opeshsaksi
yang beroperasi di bandara dengan non bandaraedaumnasaksi
yang beroperasi di luar bandara menggunakan argorsesuai
dengan ketentuan.

f. Terdapat praktek monopoli yang dilakukan Primer é&magi
Angkatan Laut Surabaya dengan cara menetapkanztard di
Bandara Juanda Surabaya.

g. Dengan demikian unsure Mengakibatkan TerjadinyaktBka

Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehaehehi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, liSlaj&omisi
memutuskan bahwa Terlapor Il Primer Koperasi Angkdtaut Surabaya
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggara RPéaddhdang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU dalam membuktikan adanya dugaan pelanggaektefrmonopoli
pada Perkara Nomor 20/KPPU-1/2009 menggunakan Betaterule of reason
dalam menilai pelaku usaha tersebut melakukan gierilpraktek monopoli
dengan membuktikan adanya struktur pasar, periataku usaha dan dampak
terhadap persaingan. Penggunaan analisi ekonomipailan bagian daslam
menentukan efisiensi serta dampak terhadap peesaifa beberapa tahapan
yang dilakukan untuk membuktikan unsur-unsur yasrgdpat dalam Pasal 17
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

1. Penentuan pasar bersangkutan
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Majelis Komisi menentukan Pasar bersangkutan dglerkara praktek
monopoli jasa layanan taksi Bandara Juanda Surabdgaarkan dan terbagi
menjadi dua kategori yaitu pasar produk dan pasagmfis. Definisi pasar
bersangkutan merujuk pada Pasal 1 angka 10 UndadgAg Nomor 5
Tahun 1999 menyatakan:

“Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitamgin jangkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaasa barang dan atau
jasa yang sama atau sejenis atau substitusi daramg dan atau jasa
tersebut.”

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa KPRidsar

bersangkutan yang maksud dalam perkara ini adalsé §angkutan umum
taksi yang beroperasi di wilayah Bandara Juandalfsya. Penentuan pasar
bersangkutan berdasarkan dua kategori yaitu pemenpasar produk dan
pasar geografis.

Majelis Komisi KPPU menentukan pasar produk perkairadalah jasa
layanan angkutan taksi yang mengangkut penumpang gselenggarakan
oleh badan usaha baik yang berbentuk badan hukumpunabukan badan
hukum. Pasar produk dalam perkara ini ditentukanddsarkan pada,
pertama: fungsi yaitu taksi merupakan alat transportasi p@riendaraan
umum yang digunakan untuk mengangkut penumpangsddumi tempat ke
tempat tujuan. Hal ini sama dengan fungsi dengard&@an penumpang
umum lainnya. Taksi Prima dan Taksi Wing melakugangangkutan orang
dari Bandara Juanda Surabaya ke luar wilayah Banlleaenda Surabaya.

Kedua, berdasarkan karateristik dari angkutan taksi adalapkutan
dengan menggunakan mobil penumpang umum yang déveta khusus dan
dilenngkapi dengan argometer yang melayani angkdgah pintu ke pintu
dalam wilayah yang terbatas. Taksi ini memilikriggglaan dengan angkutan
umum lainnya yaitu pengenaan tarif angkutan diteanudengan argometer.
Angkutan taksi merupakan kendaraan umum yang mekgampenumpang
tidak dalam trayek. Hal ini sangat berbeda dengagk@an umum lainnya

yang sudah ditentukan trayek operasinya. Walaupnydk terdapat istilah
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TAKSI untuk angkutan umum lain di beberapa daeralindonesia, akan
tetapi angkutan umum tersebut tidak dapat dikaikgor sebagai taksi
berdasarkan ketentuan yang berlaku.  Angkutan uniaimnya yang
penyebutannya disebut taksi merupakan persepg ry@tekat di masyarakat
suatu daerah. Walaupun Taksi Prima dan Taksi Withak tmenggunakan
argometer sebagaimana diwajibkan dalam angkuteasi tatapi berdasarkan
izin operasi dari DLLAJ Propinsi Jatim Taksi Printan Taksi Wing
merupakan angkutan umum yang berbentuk taksi. apetd beberapa
penyedia jasa pengangkutan darat lain yang bersiperavilayah Bandara
Juanda Surabaya seperti Bus Damri Surabaya, amggewza KAHA, Golden
Bird dan angkutan PT Rahayu Wira Abadi tetapi ateykaarat tersebut tidak
melayani pengangkutan orang dari pintu ke pintiardalwilayah operasi
terbatas. Penyedia jas angkutan ini dapat dilakokaim perseorangan, badan
hukum maupun bukan badan hukum.

Ketiga, tarif, penentuan tarif taksi ditetapkan oleh pentah.
Pemerintah menetapkan tarif taksi sebagai angkpganmpang tidak dalam
trayek yang meliputi tarif awal dan tarif perkilotemya. Tarif tersebut akan
diterakan dalam argometer yang terpasang dalamutargkaksi. Sedangkan
untuk angkutan penumpang tidak dalam trayek lainteyé ditentukan oleh
penyedia jasa angkutan. Taksi Prima dan Taksi \Walgm menentukan tarif
tidak berdasarkan argometer yang telah ditetaplenpmgemerintah melainkan
dengan penetapan tarif berdasarkan zona tujuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskiptaksi Prima dan
Taksi Wing yag dimiliki oleh perseorangan dan artggBrimer Koperasi
Angkatan Laut Surabaya dan pengelolaannya disemalklka diatur oleh
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya dan tidenggunakan argo,
namun Taksi Prima dan Taksi Wing memiliki fungsnd&arateristik yang
sama dalam jasa layanan taksi. Meskipun untuk tariflapat perbedaan

dengan angkutan taksi berdasarkan ketentuan yalaietetapi Taksi Prima
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dann Taksi Wing melayani penumpang dari pintu ketupimaka dapat
disimpulkan berada dalam satu pasar produk yang.sam

Tim Pemeriksa KPPU menentukan pasar geografik dglarkara ini
adalah Bandara Juanda Surabaya. Penetapan paspafijeterdasarkan
ketersedian produk yang menjadi obyek perkara. Bgle factor yang
menentukan dalam ketersediaan produk adaktiama, kebijakan pelaku
usaha yaitu dalam hal ini keputusan pelaku usahgasanenentukan logistic
produk terutama untuk daerah atau wilayah yangliéligan target pemasaran.
Hal ini merupakan rencana strategis perusahaamePiKoperasi Angkatan
Laut Surabaya dalam melakukan pemasaran angkutsirdidBandara Juanda
Surabaya dilakukan berdasarkan perjanjian kerjaségemgan PT Angkasa
Pura Il (Persero) Cabang Surabaya. Dengan pemakggasama ini, Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya mengelola dan selmpgrator angkutan
Taksi Prima dan Taksi Wing di Bandara Juanda Syeab&ampai dengan
perkara ini diputus oleh Majelis Komisi KPPU, Prim€operasi Angkatan
Laut Surabaya merupakan satu-satunya operator thkBiandara Juanda
Surabaya.

Kedua, biaya, penentuan biaya transportasi merupakan ssddh
indicator yang mempengaruhi ketersedian produk dayah tertentu.
Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Primer féspeéAngkatan Laut
Surabaya dengan PT Angkasa Pura Il (Persero) Cabamgda Surabaya
wilayah operasi taksi yang dikelola hanya di Baadawanda Surabaya dan
tidak di tempat lain. Dengan wilayah operasionalgydanya di satu wilayah
maka menentukan ketersedian taksi Wing dan TaksiaP di Bandara
Juanda Surabaya.

Ketiga, waktu, penentuan waktu dalam menentukan pasar afdogr
untuk menentukan luas jangkauan dan wilayah daxlyl yang dijadikan
perkara. Primer Koperasi Angkatan Laut Surabayag ylaanya mengelola
taksi Prima dan Taksi Wing di Bandara Juanda Syealakan lebih cepat
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menyediakan taksi yang digunakan untuk mengangkutiqppang di Bandara
Juanda Surabaya ke tempat tujuan. Selesai mengartampang ke tujuan,
Taksi Prima dan Taksi Wing langsung kembali ke Baadluanda Surabaya
dalam keadaan kosong tanpa penumpang. Dengan demikiaktu
dibutuhkan untuk penyedian armada taksi menjadh Igingkat.

Keempat,tarif, penentuan tarif merupakan salah satu indicdalam
penentuan pasar geografik. Primer Koperasi Angkhtarnt Surabaya dalam
menentukan tarif angkutan taksi berdasarkan zomgae tujuan dan tidak
berdasarkan argometer. Tarif taksi telah ditentubardasarkan jarak antara
Bandara Juanda Surabaya ke tempat tujuan danrtidagatur tarif taksi dari
lokasi di luar bandara menuju Bandara Juanda Syaaba

Kelima,peraturan, penentuan pasar geografik didasarkam geraturan.
Dimana Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya ddpabperasi di
Bandara Juanda Surabaya berdasarkan peraturanimameerkait dengan
penyediaan jasa pendukung kebandarudaraan yangpabepenyedian
angkutan penumpang berupa taksi. Demikian jugaalsartan perjanjian
kerjasama antara Primer Koperasi Angkatan Laut faye dengan PT
Angkasa Pura | (Persero) Cabang Bandara Juandbayargang memberikan
kewenangan kepada Primer Koperasi Angkatan Lautab@ya untuk
mengelola angkutan taksi di Bandara Juanda Surabaya

Dengan demikian, KPPU dalam menentukan pasar ddogra
berdasarkan jangkauan operasional taksi Prima aksi Wing di Bandara
Juanda Surabaya. Dalam menentukan pasar geografiggunakan lima
pendekatan berdasarkan Peraturan Komisi PengawesaiiR@n Usaha
Nomor 3 Tahun 2009 yaitu kebijakan perusahaan,abiswaktu, tarif dan
peraturan. Majelis Komisi sependapat dengan peaenpasar geografik
dengan Tim Pemeriksa, meskipun Taksi Prima dan iT@ksg termasuk
dalam kategori taksi meskipun tidak memakai argemdan beroperasi di

Bandara Juanda Surabaya berdasarkan perjanjiana aRtaner Koperasi
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Angkatan laut Surabaya dan PT Angkasa Pura | (Rgr€abang Bandara
Juanda Surabaya. Dengan demikian Majelis Komisi ymgoulkan pasar
geografik pada perkara ini adalah jasa penganglpganmpang dari Bandara
Juanda Surabaya keluar are/wilayah bandara dengarmggunakan jasa
angkutan umum berbentuk taksi.

KPPU, dalam menentukan pasar bersangkutan penkiatserndasarkan
pennetuan pasar produk dan pasar geografik yangaskpn di atas
berdasarkan pendekatan-pendekatan yang diatur dBEmaturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009. Ddegakian Majelis
Komisi sependapat dengan penentuan pasar bersangKun Pemeriksa
yang menentukan pasar bersangkutan perkara iratagega angkutan umum
taksi yang beroperasi di wilayah Bandara JuandalBya.

. Pembuktian posisi monopoli

Majelis Komisi KPPU telah menentukan pasar bersatagk dalam
perkara ini adalah jasa angkutan taksi yang beaspeli wilayah Bandara
Juanda Surabaya. Setelah ditentukan pasar bersangia, kemudian
dilakukan penilaian terhadap posisi dari Primer éf@agi Angkatan Laut
Surabaya dalam mengoperasikan Taksi Prima dan Niksy di Bandara
Juanda Surabaya. Keberadaan Primer Koperasi Angkatat Surabaya di
Bandara Juanda Surabaya dalam mengelola operasiakal Prima dan
Taksi Wing di Bandara Juanda Surabaya berdasarkganifan Kerjasama
Nomor KTR/02/X2/2006 Tanggal 6 Oktober 2006 denBanAngkasa Pura |
(Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaya yangubsdlma satu tahun
dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Dengaangiar) tersebut Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya telah mendapat umituk mengelola
pengoperasian taksi di Bandara Juanda Surabaya. weriémgan
pengoperasioan taksi diserahkan kepada Primer Hspéngkatan Laut

Surabaya untuk mengelolanya.
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Dalam menentukan posisi monopoli Primer Koperasgkatan Laut
Surabaya, Majelis Komisi KPPU mendefinisikan benpdsisi monopoli
dalam bentuk sebagai berikut:

a) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum adatgsinya.

Bahwa Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya ddlarmoperasi
dan mengelola taksi Bandara Juanda Surabaya ddakskjak Tahun
1979 dan mengikat perjanjian kerjasama dengan Pgk#sa Pura |
(Persero) cabang Bandara Juanda Surabaya. Takgi diaperasikan
adalah Taksi Prima dan Taksi Wing. Fakta yang ditean dalam
pemeriksaan, terdapat perusahaan lain yang mendepat dan
mengoperasikan taksi yaitu Golden Bird, tetapi Rareharga dan
spesifikasi kendaraan berbeda maka konsumen yamggueakan jasa
taksi Prima dan Taksi Wing juga berbeda dengan €oRird. Sehingga
dalam prakteknya hanya Primer Koperasi Angkatant Sawabaya yang
mengoperasikan dan memberikan jasa angkutan ta&ksingpang yang
turun di Bandara Juanda Surabaya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jasa layamgkutan
taksi Prima dan Taksi Wing di Bandara Juanda Syeabgerupakan satu-
satunya operator taksi yang beroperasi di Bandaemdh Surabaya.
Meskipun fungsi pelayanan sama antara taksi Premal@éksi Wing tidak
dapat disamakan dengan Taksi Golden Bird karenaraekateristik,
harga dan konsumen yang berbeda. Majelis Komias jehenyimpulkan
bahwa taksi Prima dan Taksi Wing belum ada sulsstiya.

b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuttakam persaingan

usaha barang dan/atau jasa yang sama.
Majelis Komisi menilai dalam perkara ini bahwa RemKoperasi
Angkatan Laut Surabaya mengoperasikan taksi Priarma Thksi Wing
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berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT AngRasa | (Persero)
Cabang Bandara Juanda Surabaya. Perjanjian terseftaku satu tahun
sejak tahun 2006 dan dapat diperpanjang setiapnmghu Dengan
perjanjian tersebut Primer Koperasi Angkatan LawiaBaya telah diberi
kewenangan oleh PT Angkasa Pura | (Persero) CaBandara Juanda
Surabaya khusus untuk operasional taksi. Sejakntal@¥9 Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya merupakan satungatoperator taksi
yang memberikan jasa layanan angkutan taksi datupke pintu di

Bandara Juanda Surabaya.

Kewenangan yang dimiliki Primer Koperasi Angkataraut
Surabaya dalam melakukan kerjasama dengan pihak dglam
operasional taksi tetapi kerjasama tersebut tidakbatkan PT Angkasa
Pura | (Persero) Cabang Bandara Juanda Surabaggasgibhak yang
memiliki kewenangan mengatur jasa penunjang kegigenerbangan.
Majelis Komisi menilai Primer Koperasi Angkatan utaSurabaya
mempunyai wewenang untuk menentukan dengan siapms&sa
operasional taksi bandara dilakukan.

Dengan kewenangan yang dimiliki Primer Koperasi katgn Laut
Surabaya maka dapat disimpulkan telah menghami@tupesaha taksi
lain untuk masuk dan beroperasi di Bandara Juandzb8ya.

Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usahguasai lebih dari

50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jen@gatau jasa tertentu.

Majelis Komisi menilai untuk menentukan pangsaapa perlu
menggunakan pendekatan struktur dimana posisi nodindgentukan
berdasarkan pangsa pasar. Berdasarkan fakta ydemudian dalam
pemeriksaan, Primer Koperasi Angkatan Laut Suralbagaipakan satu-
satunya operator taksi yang beroperasi di Bandaemda Surabaya.
Walaupun ada taksi Golden Bird yang beroperasi anddra Juanda

Surabaya, tetapi tidak dalam pasar bersangkutag yama. Sehingga
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Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya telah mesgjuabih dari 50%
(lima puluh persen) pangsa pasar taksi bandaragddedgemikian Majelis
Komisi menilai Primer Koperasi Angkatan Laut Surgdbanemiliki posisi

monopoli dalam pengelolaan operasional taksi Bandiaanda Surabaya.

3. Praktek monopoli

Majelis Komisi menilai dalam perkara ini bahwa damgposisi
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabayasebagai ssturya operator
taksi di Bandara Juanda Surabaya maka telah menrfouaér Koperasi
Angkatan Laut Surabaya telah menentukan tarif yaitetapkan untuk
taksi berdasarkan sistem zona. Berdasarkan Undadgfg Nomor 14
Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyatakan struktur
dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umitetagkan oleh
pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ndrofahun 1993
tentang Angkutan Jalan disebutkan taksi adalah&aath umum dengan
jenis mobil penumpang yang diberi tanda khususdiemgkapi dengan
argometer. Sedangkan Keputusan Menteri PerhubuNgamor KM 35
Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan Orangath Kendaraan
Umum disebutkan bahwa argometer yang disegel abskansi yang
berwenang dan dapat berfungsi dengan baik seaadilang sesuai
dengan peraturan berundangan yang berlaku. Tidak atdran yang
menyatakan adanya perbedaan antara operasionabtaidara dan non
bandara dan semua taksi yang beroperasi diluarab@ndenggunakan
argometer.

Bahwa Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya dat@mentukan
tarif taksi menggunakan sistem zona. Meskipun gt tarif zona telah
mendapat persetujuan dari DLLAJ Propinsi Jawa tirtetapi penetapan
tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku. Tanifa yang ditetapkan

tidak bisa dibandingkan dengan sistem argometer.
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Dengan posisi sebagai satu-satunya operator taBsirslara Juanda
Surabaya, Primer Koperasi Angkatan Laut Surabalgd tmenghambat
pelaku usaha pesaing yang potensial untuk masulkaken pasar yang
sama. Dengan tidak adanya pesaing dalam jasa lay@akai Bandara
Juanda Surabaya, Primer Koperasi Angkatan Laut b8yea telah
menetapkan tarif zona kepada pengguna jasa laytai@n meskipun
penetapan tarif zona telah melanggar peraturamgangan yang berlaku.
Dengan penetapan tarif zona tersebut telah menkmnsumen menjadi
tereksploitasi dengan menetapkan tarif yang tidalsuai. Dengan
demikian konsumen taksi tidak memiliki pilihan dalanenggunakan

taksi sistem argometer sesuai dengan aturan yatakbe

4. Dampak terhadap praktek monopoli

Untuk menentukan posisi monopoli tersebut telahanggar Pasal 17
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu ddakupenelitian
mengenai dampak akibat praktek monopoli tersebwaia® menentukan
dampak, KPPU menggunakan pendekatan menjadi duanbagbagaimana
diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas PersaingahdJNomor 11 Tahun
2011 yaitu:

a. Perilaku yang memiliki dampak negartif langsungddsp pesaing nyata
maupun pesaing potensial.
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya sebagaissdtinya operator
taksi di Bandara Juanda Surabaya yang diberik kamgan oleh PT
Angkasa Pura | (Persero) Cabang Bandara Juandbayarauntuk
mengatur jasa angkutan taksi berdasarkan perjakgigasama. Dengan
kewenangan tersebut Primer Koperasi Angkatan Lawalfaya dapat
melakukan kerjasama dalam mengelola taksi tanpacadgur tangan
dari PT Angkasa Pura | (Persero) Cabang Bandaraddu&urabaya.

Dengan posisi tersebut Primer Koperasi Angkatant [Sawabaya bebas
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menentukan kehendak untuk melakukan kerjasama depgaisahaan
lainnya.

Dengan adanya kewenangan tersebut telah membeatd@pak kepada
pesaing yang bergerak pada jasa layanan taksi atgpomtuk beroperasi
di Bandara Juanda Surabaya. Tidak dapatnya pelesaha taksi
argometer masuk untuk beroperasi karena kewenatgdeh atau

tidaknya beroperasi atau kerjasama dalam operdsiakai bandara
ditentukan oleh Primer Koperasi Angkatan Laut Sayab Dengan tidak
dapat masuk taksi lain ke Bandara Juanda Suralafa eengakibatkan
tidak adanya persaingan dalam jasa layanan taksdaba. Dengan
menguasai pasar jasa layanan taksi bandara Juamdha$a, Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya dapat mempertahangasisi

monopolinya dan menghilangkan persaingan.

. Perilaku yang memiliki dampak negartif langsungdagmitra transaksi
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya, dengansposonopolinya
telah melakukan perilaku yang mengakibatkan pegsainusaha tidak
sehat dengan cara menentukan tarif taksi dengatensiszona.
Berdasarkan aturan yang berlaku, tarif taksi ditegnh oleh pemerintah
dan menggunakan argometer. Penentuan tarif takgjatlesistem zona
tidak dapat disamakan dengan sistem argometern&aselama ini
konsumen di Bandara Juanda Surabaya tidak perhi diesempatan
untuk menggunakan taksi dengan argometer.

Konsumen tidak diberikan pilihan untuk menggunakaksi sistem
argometer sesuai dengan ketentuan yang berlalen&adi Bandara
Juanda Surabaya hanya tersedia taksi yang menggursagtem zona
yang secara jelas melanggara aturan yang berlakmgdh kondisi
demikian telah merugikan konsumen karena hanyaapetdtaksi yang

menyediakan tarif dengan sistem zona dan tidalederstaksi dengan
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argometer. Majelis Komisi menilai dengan hanya d&d&si yang
menggunakan tarif sistem zona,mengakibatkan konsuwheugikan
karena tidak ada pilihan untuk menggunakan taksigde sistem
argometer. Hal ini merupakan dampak langsung yargsakan oleh

konsumen taksi di Bandara Juanda Surabaya.

5. Pembuktian KPPU terhadap Putusan Perkara NomoPERIKI/2009
No Unsur Pasal 17 Keterangan

1 Pelaku Usaha 1PT Angkasa Pura |l
(Persero) Cabang Bandar

Udara Internasiona
Juanda Surabaya
2. Primer Koperas

Angkatan Laut Surabaya

2 Barang dan atau jasa Jasa angkutan umum takgi yan
beroperasi di wilayah Bandara

Juanda Surabaya

3 Penguasaan atas produkBrrimer Koperasi Angkatan Laut
dan/atau pemasaran bargrgurabaya berdasarkan
dan/atau jasa perjanjian kerjasama dengan
PT Angkasa Pura | (Perseno)
Cabang Bandar Udara
Internasional Juanda Surabaya

memiliki hak untuk mengelol

je2)

operasional taksi Bandafa

Juanda  Surabaya.  Primer
Koperasi  Angkatan  Laut
Surabaya merupakan saftu-

satunya pelaku usaha yapg
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mengelola angkutan taksi i

Bandara Juanda Surabaya.

3 Mengakibatkan terjadinyaPrimer Koperasi Angkatan Laut
praktek monopoli dan/atauSurabaya sebagai pengelola
persaingan usaha tidak sehatjiasa layanan taksi di Bandara
Juanda Surabaya menetapkan

tarif berdasarkan zona padahal

aturan yang berlaku
mengharuskan taksi
menggunakan sistem
argometer.

Di Bandara Juanda Surabaya
hanya terdapat taksi yang
menggunakan sistem zoha
sehingga mengakibatkan
konsumen dirugikan karena
tidak ada pilihan  untuk
menggunakan taksi dengan
sistem argometer sesuai aturan
yang berlaku.
Primer Koperasi Angkatan Laut
Surabaya telah  melakukan
praktek monopoli dengan cara
menetapkan tarif zona i

Bandara juanda Surabaya.

Proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis KorKBPU terhadap
Perkara Nomor 20/KPPU-I/2009 atas dugaan pelaaggBasal 17 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menggunakan meteduktianrule of
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reason. Majelis Komisi menggunakan unsur-unsur yang mertikaik adanya

pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahu@9 18engan

menggunakan analisis ekonomi untuk memastikan gkerilpelaku usaha
memiliki implikasi terhadap persaingan. Hambatambatan yang timbul dari
perilaku pelaku usaha dalam jasa layanan taksidrantélah mengakibatkan
timbulnya praktek monopoli dalam jasa layanan tdbandara. Pembuktian
adanya praktek monopoli dilakukan dengan menentydasar bersangkutan,
pembuktian posisi monopoli, tindakan praktek motiodan dampak sebagai
akibat dari praktek monopoli. Dengan kewenangangytelah dimiliki dan

perilaku yang anti persaingan tersebut, Primer KageéAngkatan Laut Surabaya
telah terbukti melakukan praktek monopoli dalamaj#ésyanan taksi Bandara

Juanda Surabaya.

Putusan Perkara Nomor 28/K PPU-1/2007

Berdasarkan pemeriksaan oleh Majelis Komisi atagadn pelanggaran
Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 19 huruf (aPdsal 19 huruf (d) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan pelayaasa layanan taksi di
Kota Batam oleh 28 (dua puluh delapan) Terlapotuy&operasi Karyawan
Otorita Batam, Koperasi Pandu Wisata Batam, KopePengemudi Taksi
Domestik Sekupang, Otorita Pengembangan DaerahstimdBulau Batam
(Badan Otorita Batam), PT Senimba Bay Resort, Phigsa Terminal Bahari,
PT Indotri Terminal Batam, PT Indodharma Corpor&, $ynergi Tharada, PT
Citra Tritunas, Koperasi Harbour Bay, Koperasi Rengdi Taksi Batam,
Koperasi Primkoppol, Koperasi Pegawai Republik heta Citra Wahana,
Kopti, Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi, PT RiBK Barelang Taksi, CV
Barelang Express, Koperasi Primkopad, Koperasi M&maong Royong,
Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakimaper&si Pengemudi
Batam, Koperasi Metro, Koperasi Bima, PT Win TrawsgJtama, Koperasi

Pengemudi Taksi Internasional Sekupang dan KopBraskopal.
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Dalam perkara ini, jasa layanan taksi di Kota Batarbagi ke dalam 8
(delapan) wilayah operasional yaitu: Bandara Haadil, Pelabuhan Domestik
Sekupang, Pelabuhan Internasional Sekupang, Peab&eri Internasional
Batam Center, Pelabuhan Feri Telaga Punggur, Reab&eri Internasional
Marina City, Pelabuhan Feri Internasional NongseRlan Pelabuhan Harbor
Bay. Perusahaan taksi hanya bisa mengangkut pemgnapavilayah yang telah
ditentukan oleh masing-masing operator taksi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelittarkait dengan jasa
layanan taksi bandara. Di wilayah Bandara Hang ilNaderupakan salah satu
wilayah yang telah ditentukan dalam operasionad jiyanan taksi di Kota
Batam. Di Bandara Hang Nadim terdapat jasa layaia#&si bandara yang
bernama Port Taksi yang dikelola dan dioperasi@matdeh Koperasi Karyawan
Otorita Batam. Setelah dilakukan Pemeriksaan Perdah, Pemeriksaan
Lanjutan dan Sidang Majelis, Koperasi Karyawan {fdorBatam telah
melakukan tindakan praktek monopoli dalam jasarlagaaksi bandara. Majelis
Komisi memutuskan Koperasi Karyawan Otorita Batamlamggar Pasal 17
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berlsabagai berikut:

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atasyksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapatgaie@batkan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usabakisehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukangpasaan
atas produksi dan atau pemasaran barang dan atasa ja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada
substitusinya; atau

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masekd&lam
persaingan usaha barang dan atau jasa yang sanaaj at

c. Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha meaglesh
dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satugdrdarang atau
jasa tertentu.

Dalam perkara ini untuk menentukan pelaku usahamgelr atau tidak
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, haruseméhi unsur-unsur
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pasal. Majelis Komisi menentukan pasar produk garkara ini adalah jasa
layanan angkutan taksi yang diselenggarakan olatarbaisaha baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukuman§kan pasar
bersangkutan dari praktek monopoli adalah BandaragHNadim.

Bandara Hang Nadim dikelola dan dioperasikan olatiad Otorita Batam
yang kemudian meminta Koperasi Karyawan Otorite@aBa untuk menyediakan
jasa layanan taksi di bandara. Koperasi Karyawaorit@tBatam merupakan
satu-satunya operator yang melaksanakan kegiasanlgganan taksi. Sampai
dengan perkara ini di periksa, hanya taksi yangldi&t oleh Koperasi Karyawan
Otorita Batam yang beroperasi di Bandara Hang N&htam dengan nama Port
Taxi.

Port Taxi yang dikelola oleh Koperasi Karyawan @#omBatam tidak
menggunakan argo meter dalam menentukan tarif.f Thietapkan secara
sepihak oleh Koperasi Karyawan Otorita Batam beudas tujuan. Tarif telah
ditentukan berdasarkan tabel tarif yang sudah afiketn dan tanpa mendapat
persetujuan dari Badan Otorita Batam.

Pelaku usaha dapat di putus melanggar Pasal 17grdiadang Nomor 5
Tahun 1999 apabila memenuhi unsur-unsur pasal:yaitu

1. Pelaku usaha
Yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal Ka &ng Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan dladan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan baddwurhyang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupersama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berb&ggiatan usaha
dalam bidang ekonomi.

Koperasi Karyawan Otorita Batam sebagai salah Jaiapor dalam
perkara ini adalah pelaku usaha berbentuk kopeyasig didrikan pada
tahun 1983 dan melakukan kegiatan usaha di Indonengan kegiatan
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usaha diantaranya usaha penunjang kegiatan Bahidemg Nadim serta
jasa transportasi dengan nama Port Taksi sehinggaemuhi definisi
pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 &ngkalang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999.

. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau peandsarang dan atau
jasa

Tim pemeriksa menemukan fakta bahwa terdapat sgakyp usaha taksi
yaitu Koperasi Karyawan Otorita Batam yang mengupsa pelayanan
taksi di Bandara Hang Nadim. Badan Otorita Batamyhamemberikan
Ijin kepada satu pelaku usaha taksi yaitu Kopdfasyawan Otorita Batam
untuk melakukan kegiatan operasi taksi di BandamagHNadim. Bahwa
ada satu pelaku usaha taksi yaitu Taksi Pinki yarggajukan ijin untuk
beroperasi di Bandara Hang Nadim.

Majelis Komisi menilai di Bandara Hang Nadim harmjauasai oleh satu
pelaku usaha yaitu Koperasi Karyawan Otorita Bat®angan posisi
monopolinya, KKOB tetap mempertahankan posisinyagyditunjukan
tidak adanya pelaku usaha lain yang beroperaBaddara Hang Nadim
sehingga telah terjadi penguasaan jasa pelayaksinytang dilakukan oleh
KKOB di Bandara Hang Nadim.

. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan gtetsaingan usaha
tidak sehat

Bahwa berdasarkan fakta sebagai akibat dari peagnagsa pelayanan
taksi oleh KKOB mengakibatkan tidak adanya persainglalam jasa
layanan taksi bandara serta konsumen tidak menglikian selain Port
Taksi Bandara Hang Nadim. Majelis Komisi menilaingan adanya
penguasaan jasa layanan taksi Bandara Hang Nadeh HKKOB
berdampak tidak terjadinya persaingan, konsumemak tidnempunyai
pilihan selain Port Taksi dan konsumen harus mearbtayif taksi yang

lebih mahal.
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Dengan fakta-fakta yang dijelaskan di atas, Majilenisi menilai terdapat
bukti yang cukup terjadinya praktek monopoli yanigldikan oleh Koperasi
Karyawan Otorita Baram di Bandara Hang Nadim. Msjé{omisi telah
memutuskan Perkara Nomor 28/KPPU-1/2007 terhaddahsaatu dugaan
pelanggaran Pasal 17 dengan amar putusan sebagit:bémenyatakan
Terlapor | (Koperasi karyawan Otorita Batam), ...... caa sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang NoriahGin 1999”.

KPPU dalam membuktikan adanya dugaan pelangarategranonopoli
jasa layanan taksi di Bandara Hang Nadim pada ReNamor 28/KPPU-1/2007.
Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk memlarktiagdanya praktek
monopoli yaitu:

1. Penentuan pasar bersangkutan

Majelis Komisi menentukan Pasar bersangkutan dglarkara perkara
ini menjadi 2 pasar bersangkutan yang didasarkanterbagi menjadi dua
kategori yaitu pasar produk dan pasar geografiinBepasar bersangkutan
merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomdiatun 1999
menyatakan:

Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengngkauan atau

daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atasnigadan atau jasa

yang sama atau sejenis atau substitusi dari bai@ang atau jasa tersebut
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa KPiedentuan pasar

bersangkutan berdasarkan dua kategori yaitu pemenpasar produk dan

pasar geografis. Pasar bersangkutan yang terlsatlgg/anan taksi di Kota

Batam pada perkara ini adalah:

a. Pasar bersangkutan yang terkait dengan dugaangpelam Pasal 9
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah jasa aagkunum jenis
taksi yang beroperasi di Bandara Hang Nadim, PaiEtbuDomestik
Sekupang, Pelabuhan Internasional Sekupang, PaabBatam Center,
Pelabuhan Marina City, Pelabuhan Harbour Bay, leélab Nongsa Pura
dan Pelabuhan Telaga Punggur Batam.
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b. Pasar bersangkutan dalam dugaan pelanggaran P&sedad 17 dan Pasal
19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 5ura1999 adalah
jasa angkutan umum jenis taksi yang beroperasi dsimg-masing
wilayah yaitu Bandara Hang Nadim, Pelabuhan DotkeStkupang,

Pelabuhan FeatanB Center,

Pelabuhan Marina City, Pelabuhan Ferry Harbour Bajabuhan Nongsa

Pelabuhan Internasional Sekupang,

Pura dan Pelabuhan Telaga Punggur di Batam.

Majelis Komisi KPPU menentukan pasar produk pexkaradalah jasa
layanan angkutan taksi yang diselenggarakan odelarb usaha baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukurar Pasduk dalam
perkara ini ditentukan berdasarkan pageertama: fungsi yaitu taksi
merupakan alat transportasi berupa kendaraan unamg gigunakan untuk
mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempaartujHal ini sama
dengan fungsi dengan kendaraan penumpang umunydaihardapat 21 (dua
puluh satu) Pelaku usaha taksi di Kota Batam yaegjalnkan kegiatan

usaha jasa angkutan taksi yang menjadi Terlapa peackara ini yaitu:

No Pelaku Usaha Nama Angkutan Taksi
1 Koperasi Karyawan Otorita Batam Port Taksi
Koperasi Pandu Wisata Batam Taksi Pandu Wisatarn®
3 Koperasi Pengemudi Taksi DomestiKaksi KPTDS
Sekupang
4 Koperasi Harbour Bay Taksi Harbour Bay
5 Koperasi Pengemudi Taksi Batu Ampar Koptiba
6 Koperasi Primkoppol Taksi Metro
7 Koperasi Pegawai Republik IndonesiBaksi Citra Wahana
Citra Wahana
8 Kopti Taksi Kopti
9 Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi  Taksi Union
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10 | PT Pinki d/h CV Pinki Taksi Pinki

11 | PT Barelang Taksi Taksi Barelang

12 | CV Barelang Express Taksi Barelang Express
13 | Koperasi Primkopad Taksi Bima

14 | Koperasi Mega Gotong Royong Taksi Komegoro

15 | Koperasi Pengayoman Pegawaaksi Pengayoman

Departemen Kehakiman

16 | Koperasi Pengemudi Batam Taksi Kopeba
17 | Koperasi Metro d/h Taksi Metro Taksi Metro
18 | Koperasi Bima d/h Taksi Bima Taksi Bima
19 | PT Win Transport Utama Taksi Win
20 | Koperasi Pengemudi TaksT aksi Koptis

Internasional sekupang

21 | Koperasi Primkopal Taksi Jala

Kedua, berdasarkan karateristik dari angkutan taksi adalapkutan
dengan menggunakan mobil penumpang umum yang déreta khusus dan
dilengkapi dengan argometer yang melayani angkdtan pintu ke pintu
dalam wilayah yang terbatas. Taksi ini memilikippglaan dengan angkutan
umum lainnya yaitu pengenaan tarif angkutan ditartudengan argometer.
Angkutan taksi merupakan kendaraan umum yang mekgampenumpang
tidak dalam trayek. Hal ini sangat berbeda dengagkwian umum lainnya
yang sudah ditentukan trayek operasinya. Walaupunydk terdapat istilah
TAKSI untuk angkutan umum lain di beberapa daeralndonesia, akan
tetapi angkutan umum tersebut tidak dapat dikatkegor sebagai taksi
berdasarkan ketentuan yang berlaku.  Angkutan umaimnya yang
penyebutannya disebut taksi merupakan persepsi matekat di masyarakat

suatu daerah.
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Bahwa seluruh taksi yang beroperasi di seluruh alil)Kota batam
tidak menggunakan argometer sebagaimana diwajibalam angkutan taksi
berdasarkan peraturan yang berlaku. Bahwa taksy yemoperasi di Kota
Batam terbagi dalam beberapa wilayah yang melgyangangkutan orang
dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbaRenyedia jasa angkutan ini
dapat dilakukan oleh perseorangan, badan hukum umatlngpkan badan
hukum.

Ketiga, tarif, penentuan tarif taksi ditetapkan oleh pentah.
Pemerintah menetapkan tarif taksi sebagai angkpganmpang tidak dalam
trayek yang meliputi tarif awal dan tarif perkilotemya. Tarif tersebut akan
diterakan dalam argometer yang terpasang dalamutargkaksi. Sedangkan
untuk angkutan penumpang tidak dalam trayek lainteé ditentukan oleh
penyedia jasa angkutan. Seluruh taksi yang bersipdra&Kota Batam tidak
mennggunakan argometer dalam menentukan tarif, t8tapi pelaku usaha
taksi yang beroperasi menetapkan tarif secara marsama dalam satu
wilayah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipaturih taksi di
Kota Batam tidak menggunakan argo, namun taksi-tegksebut memiliki
fungsi dan karateristik yang sama dalam jasa kyadaksi. Meskipun untuk
tarif ditetapkan secara bersama-sama oleh pelakhautaksi tetapi tidak
terdapat perbedaan dengan angkutan taksi berdasdwi@ntuan yang
berlaku, yang melayani penumpang dari pintu ke upimbaka dapat
disimpulkan berada dalam satu pasar produk yang.sam

Tim Pemeriksa KPPU menentukan pasar geografik dglarkara ini
membagi menjadi 2 yaitu:

a. Untuk dugaan perilaku pembagian wilayah pasar rgditg meliputi
Bandara Hang Nadim. Pelabuhan Domestik Sekupandabiten
Internasional Sekupang, Pelabuhan Batam Centeabien Marina City,
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Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Nongsa Pura dabuRan Telaga
Punggur di Batam;

b. Untuk dugaan perilaku penetapan harga, praktek pwnaliskriminasi
dan hambatan masuk pasar geografik adalah masisgignavilayah
berikut yaitu Bandara Hang Nadim, Pelabuhan DorkeSt&kupang,
Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan BatmteiC Pelabuhan
Marina City, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan NanBsira dan

Pelabuhan Telaga Punggur di Batam.

Penetapan pasar geografik berdasarkan ketersegismiuk yang
menjadi obyek perkara di wilayah masing-masinglpéian dan bandara.

Dengan demikian, KPPU dalam menentukan pasar dg#ogra
berdasarkan dugaan pelanggaran yang diperiksa isdsangan wilayah
masing-masing. Pembagian pasar geografik sesuayatil masing-masing
didasarkan pada jangkauan masing-masing dari opakastersebut. Dengan
adanya pembagian wilayah ini, pelaku usaha taksg yalah bersama-sama
membuat kesepakatan dapat menguasai wilayah penatampa melalui
proses persaingan. Stephen F, Ross menyatakan Idlawgnya persaingan
di antara sesama pelaku usaha dengan cara melakekalpagian wilayah
bisa membuat pelaku usaha melakukan tindakan peamgam produksi ke
tingkat yang tidak efisien, kemudian mereka jugpatlanelakukan eksploitasi
terhadap konsumen dengan menaikkan harga produk naEmggunakan
kekuatan yang dimiliki untuk bertindak sewenang-arenterhdap konsumen
yang sudah teralokasi sebelumtlya

KPPU, dalam menentukan pasar bersangkutan penkakseldasarkan
penentuan pasar produk dan pasar geografik yanglaskpn di atas

berdasarkan pendekatan-pendekatan yang diatur dBeEmaturan Komisi

®1 Stephen F. Ross, Principles of Anti Trust Law (#Wasy, New York: The foundation Press, 1993)
pp 147-148, yang dicuplik dari Buku Hukum Persaimbgsaha Antara Teks dan Konteks, Andi Fahmi
Lubis dkk, GTZ, Oktober 2009, hal 100
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Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009. Deegakian Majelis
Komisi sependapat dengan pendefinisan dsn penempassr bersangkutan
Tim Pemeriksa yang menentukan pasar bersangkutkarpeini dalam 2
(dua) pasar bersangkutan.

Terkait dengan permasalahan yang sedang dilakulegrlipan ini
adalah praktek monopoli, maka penulis hanya akanjafaskan mengenai
pembuktian yang terkait dengan jasa layanan taksildra. Dalam Perkara ini
jasa layanan taksi bandara di sediakan oleh Kop€eagawan Otorita Batam
yang mengoperasikan Port Taksi di Bandara Hangriu&ditam.

. Pembuktian posisi monopoli

Majelis Komisi KPPU telah menentukan pasar bersatagk dalam
perkara ini adalah jasa angkutan umum jenis tadsgoeroperasi di masing-
masing wilayah yaitu Bandara Hang Nadim, Pelabubamestik Sekupang,
Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan FatarBCenter, Pelabuhan
Marina City, Pelabuhan Ferry Harbour Bay, Pelabuhlmmgsa Pura dan
Pelabuhan Telaga Punggur di Batam. Setelah dkentu pasar
bersangkutannya, kemudian dilakukan penilaian tejhgosisi dari Koperasi
Karyawan Otorita Batam dalam mengoperasikan PdeiTdi Bandara Hang
Nadim Surabaya. Keberadaan Koperasi Karyawan @tdiatam dalam
mengoperasikan Port Taksi di Bandara Hang Nadimaktiderdasarkan
perjanjian secara tertulis dengan Badan OtoritaBat/Valaupun tidak ada
perjanjian secara tertulis, Koperasi Karyawan @dBatam adalah salah satu
pelaku usaha jasa layanan taksi yang beroperaBaddara Hang Nadim.
Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, Koperasiryéavan Otorita Batam
tidak menginginkan adanya pelaku usaha taksi laitukuikut serta dalam
operasional taksi di Bandara Hang Nadim.

Dalam menentukan posisi monopoli Koperasi Karya®#orita Batam,
Majelis Komisi KPPU mendefinisikan bentuk posisiomopoli dalam bentuk

sebagai berikut:
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Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum adatssinya.

Bahwa Koperasi Karyawan Otorita Batam dalam besgiedan
mengelola taksi di Bandara Hang Nadim sejak Tah8®61meskipun
tidak ada perjanjian tertulis dengan Badan OtdBigdam. Taksi yang
dioperasikan adalah Port Taksi. Fakta yang ditemuk#alam
pemeriksaan, pernah terdapat perusahaan lain yamglapat izin dan
mengoperasikan taksi yaitu PT Carindo (Taksi EksBkuetapi karena
terlibat konflik dengan Koperasi Karyawan Otoritat8n maka PT
Carindo tidak lagi menjalankan kegiatan usaha mgtesdi Bandara Hang
Nadim. Sehingga dalam prakteknya hanya Koperasyd¢an Otorita
Batam yang mengoperasikan dan memberikan jasautgkiaksi
penumpang yang turun di Bandara Hang Nadim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jasa layamgkutan
Port Taksi yang dioeprsaikan oleh Koperasi KaryaWznorita Batam
merupakan satu-satunya operator taksi yang bersipgirBandara Juanda
Surabaya. Tidak ada pelaku usaha taksi lainnya \aergperasi di
Bandara Hang Nadim. Majelis Komisi jelas menyinkanl bahwa Port
Taksi belum ada substitusinya.

Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuliadkam persaingan

usaha barang dan/atau jasa yang sama.

Majelis Komisi menilai dalam perkara ini bahwa Kops
Karyawan Otorita Batam mengoperasikan port Takdahdara Hang
Nadim tidak berdasarkan perjanjian tertulis dengadan Otorita Batam.
Sejak tahun 1996 Koperasi Karyawan Otorita Batammps@ perkara
diputus tidak menginginkan adanya pelaku usaha &t dalam
operasional taksi Bandara Hang Nadim. Koperagsiyd®an Otorita
Batam merupakan satu-satunya operator taksi yaegbarikan jasa

layanan angkutan taksi dari pintu ke pintu di Baaddang Nadim.
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Dengan menguasai jasa layanan taksi di Bandara H\atim,
Koperasi Karyawan Otorita Batam telah melakukandakan yang
mengeluarkan pelaku usaha taksi lainnya yaitu Pih@a dari pelayanan
taksi bandara. Sehingga PT Carindo tidak dapabpeeasi dalam
pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim. Majebsisi menilai
Koperasi Karyawan Otorita Batam mempunyai kekuatantuk
menghambat dan mengeluarkan pelaku usaha taksny#iruntuk
beroperasi di Bandara Hang Nadim. Dengan kekuatarg ydimiliki
Koperasi Karyawan Otorita Batam maka dapat disikgul telah
menghambat pelaku usaha taksi lain untuk masuk aoperasi di
Bandara Hang Nadim.

c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usahguasai lebih dari

50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenggaatau jasa tertentu.

Majelis Komisi menilai untuk menentukan pangsaapa perlu
menggunakan pendekatan struktur dimana posisi nodindgentukan
berdasarkan pangsa pasar. Berdasarkan fakta ydemudtan dalam
pemeriksaan, Koperasi Karyawan Otorita Batam satunya operator
taksi yang beroperasi di Bandara Hang Nadim. Tat#k taksi lain selain
Port Taksi yang dikelola oleh Koperasi Karyawan riidoBatam yang
beroperasi di Bandara Hang Nadim. Sehingga Kop&agiawan Otorita
Batam telah menguasai lebih dari 50% (lima pululsgx® pangsa pasar
taksi bandara. Dengan demikian Majelis Komisi mnaniKoperasi
Karyawan Otorita Batam memiliki posisi monopoli alal pengelolaan

operasional taksi Bandara Hang Nadim.

3. Pembuktian Praktek monopoli
Majelis Komisi menilai dalam perkara ini bahwa dengosisi Koperasi
Karyawan Otorita Batam sebagai satu-satunya opeitsi di Bandara Hang
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Nadim telah melakukan tindaskan yang mengeluarkesaipgan dari pasar
jasa layanan taksi di Bandara Hang Nadim. Kopétasyawan Otorita Batam

memiliki kekuatan monopoli sehingga dapat melakukadakan yang anti

persaingan. Salah satunya dengan menghambat maspklaku usaha taksi
lain untuk beroperasi di Bandara Hang Nadim dangekearkan pelaku usaha
taksi yang sudah ada untuk keluar dari Bandara.

Selain itu tarif yang ditetapkan untuk taksi beetkan sistem zona.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992rtgritalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyatakan struktur dan golongaifi aagkutan dengan
kendaraan umum ditetapkan oleh pemerintah. Belk@sarPeraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang AngkutaanJdisebutkan taksi
adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang diberi tanda
khusus dan dilengkapi dengan argometer. Sedangleputésan Menteri
Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang pengghmaan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Umum disebutkan bahwa atgoryeng disegel
oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsigah baik serta ditera
ulang sesuai dengan peraturan berundangan yarakibeBerdasarkan fakta
yang ditemukan dalam persidangan, seluruh taksy ymeroperasi di Kota
Batam tidak ada yang menggunakan argometer.

Dengan posisi sebagai satu-satunya operator takBawndara Juanda
Surabaya, Koperasi Karyawan Otorita Batam telaimgaarkan pesaing
yang sudah ada di pasar dan menghambat pelaku psséiag yang potensial
untuk masuk ke dalam pasar yang sama.

. Dampak terhadap praktek monopoli

Untuk menentukan posisi monopoli tersebut telahamggar Pasal 17
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka perlu ddakupenelitian
mengenai dampak akibat praktek monopoli tersebwalar® menentukan

dampak, KPPU menggunakan pendekatan menjadi duanbagbagaimana
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diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas PersaingahdJNomor 11 Tahun

2011 yaitu:

a) Perilaku yang memiliki dampak negartif langsung ddgp pesaing nyata
maupun pesaing potensial.
Koperasi Karyawan Otorita Batam sebagai satu-gatwperator Port
Taksi di Bandara Hang Nadim yang melakukan opeadiya tanpa ada
perjanjian tertulis dengan Batan Otorita Batam. laMdaun tanpa ada
perjanjian secara tertulis, sejak tahun 1996 Kapdfaryawan Otorita
Batam telah mengoperasikan angkutan taksi bandama shmpai
diputuskan tidak ada pelaku usaha lain yang ikumbeikan jasa
layanan angkutan taksi.
Dengan kekuatan monopoli yang dimiliki Koperasi yaawan Otorita
Batam telah memberikan dampak kepada pesaing gatglieroperasi di
Bandara Hang Nadim untuk keluar dari bandara ddaktberoperasi
kembali. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalamepiksaan, Koperasi
Karyawan Otorita Batam tidak menginginkan adangialp usaha taksi
lainnya ikut serta dalam operasional taksi di Baadelang Nadim.
Dengan tidak dapat masuk taksi lain ke Bandara Hsadim telah
mengakibatkan tidak adanya persaingan dalam jgaada taksi bandara.
Dengan menguasai pasar jasa layanan taksi barkigyarasi Karyawan
Otorita Batam dapat mempertahankan posisi monooli dan
menghilangkan persaingan.

b) Perilaku yang memiliki dampak negartif langsungdagmitra transaksi
Koperasi Karyawan Otorita Batam, dengan posisi rmohioya telah
melakukan perilaku yang mengakibatkan persaingahaugidak sehat
dengan cara mengeluarkan pesaing dari pasar dagharabat pelaku

usaha taksi lain untuk ikut serta dalam operasitaiedi Bandara Hang
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merupakan satu-satunya taksi yaneglayani

penumpang dari Bandara Hang Nadim keluar wilayab/&andara.

Konsumen tidak diberikan pilihan untuk menggunakaksi lain selain

Port Taksi yang dioperasikan oleh Koperasi KaryaWdarita Batam.

Dengan kondisi demikian telah merugikan konsumeernahanya tidak

ada pilihan untuk naik taksi selain Port Taksi. ajdlis Komisi menilai

dengan hanya ada Port Taksi yang dioperasikankaelerasi Karyawan

Otorita Batam,mengakibatkan konsumen dirugikan r@aréidak ada

pilihan untuk menggunakan taksi lain. Hal ini mexk@an dampak

langsung yang dirasakan oleh konsumen taksi di &andang Nadim.

5. Pembuktian KPPU terhadap Putusan Perkara NomoPPF8KI/2007

dan/atau jasa

usaha yang mengelola jasa layal
taksi di Bandara Hang Nadin
Badan Otorita Batam hany
memberikan izin kepada Koperg

Karyawan Otorita Batam untu

di

ku

nan

No Unsur Pasal 17 Keterangan

1 Pelaku Usaha Koperasi Karyawan Otorita Batam,
didirkkan pada tahun 1983 yang
melakukan kegiatan usaha
Indonesia dengan kegiatan usaha
antara lain jasa transportasi taksi
dengan nama Port Taksi

2 Barang dan atau jasa Jasa pelayanan taksi di aBand
Hang Nadim

3 Penguasaan atas produkiioperasi Karyawan Otorita Bata

dan/atau pemasaran bargngerupakan satu-satunya pelg

=

a
ASi
k
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melakukan kegiatan operasi taksi
Bandara Hang Nadim. Koperg

Karyawan Otorita Batam tela

adanya pelaku usaha lain ya

tarif berdasarkan zona.

Mengakibatkan terjadinyaKoperasi Karyawan Otorita Bata

praktek monopoli  dan/atg

persaingan usaha tidak sehat

berakibat tidak adanya persaing
dalam layanan taksi bandara. Akik
tidak ada persaingan ma
konsumen tidak memiliki piliha
selain Port Taksi yang dimiliki ole
Koperasi Karyawan Otorita Batam
Dengan penguasaan jasa laya
taksi di Bandara Hang Nadim olé
Koperasi Karyawan Otorita Bata
telah menimbulkan dampak seba
berikut:
1. Mengakibatkan tidal
terjadinya persaingan;

2. Konsumen tidak mempuny.

monopolinya dengan bukti tidgk

beroperasi di Bandara Hang Nadim.

taksi Bandara Hang Nadim

di
Si
h

menguasai layanan taksi bandara

dan telah mempertahankan posisi

ng

Dengan penguasaan jasa layapan
taksi bandara, Koperasi Karyawgan

Otorita Batam telah menentukan

m

wang telah menguasai jasa layanan

an
pat
Ka

1

=

nan
bh
m

pali

=8
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pilihan lain dalam
menggunakan jasa layanan
taksi;
3. Konsumen harus membayar
tarif taksi lebih mahal.

Proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis KorWiBPU terhadap
Perkara Nomor 28/KPPU-1/2007 terhadap dugaan gghman Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menggunakan meahduktiarrule of reason.
Majelis Komisi menggunakan unsur-unsur yang memkalktadanya pelanggaran
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengamggneakan analisis
ekonomi untuk memastikan perilaku pelaku usaha tilemmplikasi terhadap
persaingan. Hambatan-hambatan yang timbul daragerpelaku usaha dalam jasa
layanan taksi bandara telah mengakibatkan timbuprgiitek monopoli dalam jasa
layanan taksi bandara. Pembuktian adanya praktekopaod dilakukan dengan
menentukan pasar bersangkutan, pembuktian posisiomot, tindakan praktek
monopoli dan dampak sebagai akibat dari praktek apoihn Dengan posisi
monopolinya Koperasi Karyawan Otorita Batam telaklakukan tindakan dan
perilaku yang anti persaingan sehingga berdampaladee hambatan masuk bagi
pelaku usaha untuk beroperasi pada pasar bersangkang sama dengan Port
Taksi.
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BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
PERKARA PRAKTEK MONOPOLI TAKSI BANDARA

A. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 01/PDT.KPPU/2010/PN.SDA
Per mohonan K eber atan Atas Putusan KPPU Nomor 20/K PPU-1/2009

Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya setelahtalgan bersalah
melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19@@gajukan
keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negaoai$n. Pertimbangan-
pertimbangan Majelis Komisi KPPU Perkara Nomor Z2¥KJ-1/2009 yang
diajukan keberatan oleh Primer Koperasi AngkatautLSurabaya adalah
sebagai berikut:

1. Penentuan pasar geografis dalam perkara ini adaksh pengangkutan
penumpang dari Bandara Juanda Surabaya ke luatwdesah bandara
dengan menggunakan jasa angkutan umum berbentsik sekingga tidak
dapat digabungkan dengan taksi yang beroperasiadiwilayah Bandara
Juanda Surabaya.

Pertimbangan keberatan yang diajukan adalah taksg yberoperasi di
bandara ada 2 (dua) sisi yaitu taksi umum dari herdara mengangkut
penumpang pesawat dan atau pengiringnyake dalandaBanJuanda
Surabaya dan sebaliknya taksi bandara mengangkuwingeng dan atau
penjemputnya dari Bandara Juanda Surabaya ke lbandara. Hal ini

berdasarkan fakta dalam Putusan KPPU Nomor 20/KPEQ9 yang

menyatakan “pihak operator taksi di Jawa Timur na¢slyan secara fakta
terdapat dua pasar taksi di Jawa Timur yaitu pdsardara dan non
bandara.” Pembedaan dua pasar ini telah terjaghk $®rdirinya Bandara

Juanda Surabaya jauh sebelum taksi argo muncuirdb8ya.
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Operasional taksi di bandara Juanda Surabaya, saksm dari Surabaya
dan sekitarnya beroperasi di bandara Juanda mekgapgnumpang dan
atau pengiringnya. Berdasarkan putusan KPPU Non@éKPPU-I/2009
terdapat 27 operator taksi yang mengoperasikani taksim. Dengan
demikian operator pada operasional angkutan di &anduanda Surabaya
tidak hanya Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya.

Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya menyatakdak tmenguasai
pasar angkutan taksi di Bandara Juanda Surabagadkada taksi di Jawa
Timur beroperasional di Bandara Juanda Surabaymangkut penumpang
masuk Bandara Juanda Surabaya sehingga unsures prektopoli yang
dilakukan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabay&ardaoperasional
Bandara Juanda Surabaya tidak terpenuhi.

. Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya keberatdradap pertimbangan
Putusan KPPU Nomor 20/KPPU-1/2009 yang menyatakekwitan umum
yang dikelola Primer Koperasi Angkatan Laut SurabdyBandara Juanda
Surabaya adalah angkutan umum yang berbentuk taksi.

Jasa angkutan yang dioperasikan oleh Primer Kopéagkatan Laut
Surabaya di Bandara Juanda Surabaya tidak memgszhangkutan taksi
sebagaimana diatur pada Pasal 152 ayat (1) Undadgdd Nomor 22
Tahun 2009 jo Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang M@&dahun 2009 jo
Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4LnTdi®93 tentang
Angkutan Jalan jo Pasal 29 ayat (3) huruf a Ke@utidenteri Perhubungan
Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan étagk Orang di
Jalan Dengan Kendaraan Umum. Oleh karena itu jagkutan yang
dioperasikan oleh Primer Koperasi Angkatan LautaBaya di Bandara
Juanda Surabaya tidak termasuk jasa angkutan tdksnenklatur nama
taksi Bandara Juanda tidak otomatis menurut hukemmasuk taksi.
Menurut hukum taksi Bandara Juanda bisa dikategorikebagai taksi

apabila memenuhi kriteria jasa angkutan taksi.
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Jasa angkutan Primer Koperasi Angkatan Laut Susatiajdandara Juanda
Surabaya tidak termasuk jasa angkutan taksi, nmkaairntermasuk jasa
angkutan orang tidak dalam trayek di kawasan terte@leh karena itu
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya bukanlabkpelsaha angkutan
taksi di Bandara Juanda melainkan pelaku usahaugargbrang tidak dalam
trayek kawasan Bandara Juanda.

3. KPPU telah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2atirUndang Nomor
5 Tahun 1999 karena sanksi tindakan administrasg y@ijatuhkan oleh
Majelis KOmisi KPPU tidak memenuhi kriteria tindakaadministrasi
berupa perintah sebagaimana diatur Pasal 47 ayabu@f b, ¢ dan d
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Amar putusan KPPU Nomor 20/KPPU-1/2009 nomor 4 wlamor 5 adalah
4) Memerintahkan Terlapor | : PT Angkasa Pura | (g&#0) Cabang
Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Terlapbr Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya untuk menetapkah degometer
dalam operasional taksi di Bandara Juanda Surabasglambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah putusan ini m&nkkkuatan hukum
tetap
5) Memerintahkan Terlapor I: PT Angkasa Pura | ($&0) Cabang
Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk memlkdsempatan
kepada operator taksi yang telah memiliki izin @séonal dari Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timuntuk
mendapatkan izin berusaha sebagai penyedia laygasa taksi di
lingkungan Bandara Internasional Juanda Surabayangde tetap
mempertinbangkan load factor penumpang denganrdeztiman
armada taksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun labtgoutusan ini
memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Majelis Komisi KPPU telah melanggar Pasal 50 hdrifndang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakaan sebagai berikydng
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dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini ddakegiatan usaha
koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melapggotanya.”
Pengoperasional angkutan Primer Koperasi Angkataurt Surabaya di
Bandara Juanda Surabaya bertujuan untuk memenibhititkean anggota
koperasi yaitu untuk memasarkan produk jasa angkuiabil anggota
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya. Hal ini upakan tujuan
koperasi yang sudah diatur oleh Undang-undang #&spe Dengan
demikian usaha angkutan Primer Koperasi Angkataut LSurabaya
merupakan usaha primer koperasi TNI Angkatan Laahda yang secara
khusus bertujuan untuk melayani kebutuhan anggata memasarkan
produk anggota yang berupa jasa angkutan mobil.

. Majelis Komisi telah salah menerapkan unsur-unsasaP 17 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Unsur pelaku usaha dalsnsan KPPU
dalam perkara ini adalah Primer Koperasi AngkatawmtlSurabaya yang
didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 19 t&eper 1979 dan
didaftarkan ke Kantor Wilayah Koperasi Jawa Timamggal 26 Februari
1980, bukan anggota yang memiliki unit taksi yankeldla oleh Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya. Primer Koperasigk&tan Laut
Surabaya hanya bertindak sebagai manajemen opéaliorbandara milik
orang-perorangan yang merupakan anggota koperag terikat dalam
suatu perjanjian saling menguntungkan. Dengan damiknsure pelaku
usaha adalah oranng seorang anggota primer kopatsipemilik taksi
bandara.

. Majelis Komisi telah mengesampingkan keberadaarmd?ri Koperasi
Angkatan Laut Surabaya sebagai Badan Hukum Kopgeaxy dilindungi
usahanya. Primer Koperasi Angkatan Laut Surabal@gsungan usahanya
dalam mengoperasikan angkutan taksi Bandara Juatata dijamin dan
dilindungi usahanya oleh peraturan perundang-uratang Keberadaan

Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya selaku dogeraksi bandara
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semata-mata untuk melayani kepentingan usaha andguperasi atau
pemilik taksi bandara. Selain melayani anggotankaperasi apabila
memiliki kelebihan pelayanan dapat digunakan umbgimenuhi kebutuhan
masyarakat yang bukan anggota koperasi. Untuk rimeP Koperasi
Angkatan Laut Surabaya mempunyai hak untuk beruseluas-luasnya dan
harus dilindungi kelangsungan usahanya yang tetahalkil mengusahakan
angkutan taksi Bandara Internasional Juanda sa&fakt1970.

. Majelis Komisi KPPU telah keliru dalam penerapankudm dengan
menggolongkan taksi Bandara Juanda dengan mengada ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentargkutan Jalan dan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2088tamg
Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan d&aad Umum. Taksi
Bandara Juandatidak termasuk kriteria taksi sebegea dimaksud Pasal 1
angka (13) Keputusan Menteri Perhubungan KM 35 maf003. Oleh
Karena itu taksi Bandara Juanda tidak memberikdayppan penumpang
umum dari pintu ke pintu, tidak menggunakan argemetetapi
menggunakan zona dan sampai saat ini tidak peretdyani pengangkutan
penumpang dari luar Bandara tetapi hanya mengg@&tanmpang umum
dari Bandara Juanda Surabaya ke tempat tujuankelabali ke bandara
dalam keadaan kosong.

Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalamyek dengan
menggunakan taksi ditetapkan oleh perusahaan argkumum ats
persetujuan pemerintah. Tarif penumpang untuk atagk orang tidak
dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dikawasan tertentu
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penggssmadan perusahaan
angkutan. Primer Koperasi Angkatan Laut Surabagland mengenakan
tarif zona didasarkan pada surat persetujuan tasipa DLLAJ Propinsi
Jawa Timur Nomor 551.21/507/105/2005 tanggal 17 e&005 perihal

Pengajuan Kenaikan Tarif Taksi Prima Juanda yargp patinya jenis

UniversitasIndonesia

Praktek monopoli..., Akhmad Muhari, FHUI, 2012



91

pelayanan taksi bandara juanda tidak termasuk d&kegori tarip yang
diatur pemerintah melainkan diserahkan ke mekan=amsar.

. Majelis Komisi KPPU telah keliru dalam pertimbandgamkumnya tentang
pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jagautam taksi yang
beroperasi di wilayah Bandara Juanda Surabaya dengenggunakan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Laluasintian Angkutan
Jalan maupun peraturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 280€ang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan pada saat diundangkaa patggal 22 Juni
2009, maka Undang-Undang Nokor 14 tahun 1992 tgntamu Lintas dan
Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlakit Sehingga semua
peraturan pelaksanaannya tidak berlaku lagi. Derdganikian ketentuan
definisi taksi maupun pasar bersangkutan seharuseymgunakan undang-
undang yang baru. Kalaupun terjadinya perubahamangixdndang tersebut
perkara KPPU tersebut sedang dalam proses, makarumesmsas hukum
seharusnya terhadap Primer Koperasi Angkatan Latdb&ya dikenakan
peraturan perundang-undangan yang menguntungkamePrKoperasi
Angkatan Laut Surabaya.

. Majelis Komisi KPPU telah keliru menerapkan hukurang menyebut
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya memilikiigiasionopoli dalam
pengelolaan taksi Bandara Juanda Surabaya. Dalanimipangan
hukumnya, Majelis Komisi sama sekali tidak memidkedi unsur-unsur
monopoli sebagaimana yang dimaksud dalam keterRRagal 17 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebaliknya Majelis KOmjgstru
berpendapat Primer Koperasi Angkatan Laut Surabagmiliki posisi
monopoli dalam pengelolaan operasional taksi Bandiaanda Surabaya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahunl 2@Dhtang
Kebandarudaraan jo Kepmenhub Nomor 48 tahun 20&&arig

Penyelenggaraan Bandar Udara Umum jo KeputusarrDierhubungan
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Udara Nomor 100/X1/1985 tanggal 12 November 198%egaskan bahwa
pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan daplputi, salah
satunya adalah jasa pelayanan angkutan darad {ransportstion service)
Dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor X885 tanggal
12 November 1985 menegaskan taksi dan angkutan urdienang
berpangkalan dan mengangkut penumpang di atau tzand@ra kecuali
bagi yang telah mendapat izin dai Kepala Bandaraud8iapapun yang
meibatkan operasional taksi, sedan, bus, penjempaedayanan perusahaan
(courtesy limousine atau kendaraan sewa lainnyaBdndar udara)
diwajibkan mempunyai izin melaksanakan kegiatanmdaam bentuk
kontrak atau izin sewa dari kepala bandar udaraaddekan ketentuan
tersebut adalah keliru Majelis Komisi menyatakanim@r Koperasi
Angkatan Laut Surabaya mempunyai wewenang untulkemakan dengan
siapa kerjasama operasional taksi bandara dilaktd@pa harus mendapat
persetujuan dari PT Angkasa Pura | (Persero) GpBandara Internasional
Juanda Surabaya. Dengan demikian Majelis KOmisihteteliru dalam
pendapatnya yang menyatakan Primer Koperasi Angkitait Surabaya
memiliki posisi monopoli dalam pengelolan operaalotaksi Bandara
Juanda Surabaya yang tidak berdasar hukum danftdétayang terungkap
dalam persidangan.

10.Majelis Komisi telah keliru dalam penerapan hukumnynengenai
penetapan tarif zona oleh Primer Koperasi Angkatamt Surabaya
dianggap sebagai bentuk monopoli karena tidak damkar hukumnya.
Penetapan tarif zona taksi Bandara Juanda SuraielyaPrimer Koperasi
Angkatan Laut Surabaya didasarkan pada pasal 2darignUndang Nomor
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatasardn tarif jasa
terkait pada bandara dikenakan tarif sesuai def@sa yang disediakan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka izin operstaksi yang dimiliki

Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya adalah operasional taksi
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Bandara Juanda Surabaya, berbeda dengan izin wpalasaksi yang

menggunakan argometer. Artinya jenis izin Primep&masi Angkatan Laut
Surabaya operasionalnya hanya diizinkan untuk mekare pelayanan

penumpang dari Bandara Juanda Surabaya dan tide&rbdiehkan

mengangkut penumpang di luar bandara. Jadi izirespg/a adalah terbatas
hanya dalam kawasan bandara dengan tujuan terteukan melayani dari

pintu ke pintu seperti taksi yang menggunakan aggem Tidak adanya
taksi argometer yang beroperasi di Bandara Juaod#b&ya bukan karena
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya tidak merkéerkesempatan
kepada konsumen untuk menggunakan taksi argomkter tetapi sejak

tahun 1970 sampai dengan perkara ini diperiksaktidda satupun

operasional taksi argometer yang mengajukan izeraggonal dan kontrak
dengan PT Angkasa Pura | (persero) Cabang Bandeamasional Juanda
Surabaya.

Berdasarkan keberatan tersebut, KPPU telah menykampéanggapan
atas pengajuan keberatan oleh Primer Koperasi Aagkaaut Surabaya kepada
MAjelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam ggapan atas keberatan
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya, KPPU tédgdat pada putusannya
yang menyatakan Primer Koperasi Angkatan Laut Swyalbersalah melanggar
Pasal 17 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara mip
01/PDT.KPPU/2010/PN.SDA setelah memeriksa permahdwederatan Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya atas Putusan KP&tdoN 20/KPPU-1/2009
dan tanggapan KPPU atas permohonan keberatan PKopmrasi Angkatan
Laut Surabaya telah mempertimbangkan keberatagbigrssebagai berikut:

1. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabagtamg tentang pasar
bersangkutan dan pasar geografik dalam keberataange dan keberatan
kedelapan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwamdasetiap kajian

industry, langkah pertama yang dilakukan adalah emgerkan pasar
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bersangkutan (relevant market). Penentuan pasaarmgkutan yang tepat
diperlukan untuk mengukur struktur pasar dan batakai perilaku anti
persaingan yang dilakukan. Dengan mengetahui geaangkutan maka
dapat diidentifikasi pesaing nyata dari pelaku asdbminan yang dapat
membatasi perilakunya. Setelah melakukan peneltt@akas perkara a quo,
Majelis Hakim menilai bahwa perihal pasar bersategkudan pasar
geografik yang menjadi keberatan Primer Koperagjkatan Laut Surabaya
ternyata telah dipertimbangkan oleh KPPU dengaattdan benar yang di
dasarkan pada bukti yang cukup sehingga Majelismhakengambil alih
pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbandamdaemutus perkara
ini. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Suyalsehubungan dengan
pasar bersangkutan dan pasar geografik adalah biel@tasan hukum dan
karenanya keberatan tersebut ditolak.

. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaytamg pertimbangan
KPPU yang menyatakan angkutan umum yang dikelokh dPrimer
Koperasi Angkatan Laut Surabayadi Bandara Juandab8ya adalah
angkutan umum yang berbentuk taksi. Majelis Hakietelah meneliti
berkas perkara beserta Putusan KPPU dalam perkguwa,aViajelis Hakim
menilai bahwa apa yang menjadi keberatan Primeekagp Angkatan Laut
Surabaya perihal kriteria taksi ternyata telah dipgdangkan dengan tepat
dan benar oleh KPPU, dimana disimpulkan bahwa agagkumum yang
dikelola oleh Primer Koperasi Angkatan Laut Surabagalah angkutan
umum berbentuk taksi, sehingga Majelis Hakim merghmalih
pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalamutas perkara ini.
Dengan demikian dalil Primer Koperasi Angkatan L&utrabaya yang
menyatakan bahwa angkutan umum yang dikelola ol&meP Koperasi
Angkatan Laut Surabaya bukan angkutan umum yargehark taksi adalah

merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, sehirkggananya keberatan
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Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya sehubungaganh kriteria taksi
harus di tolak.

. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaptamg KPPU telah
melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undorgor 5 Tahun
1999, Majelis Hakim menimbang bahwa dalam Pasaay®t (2) tersebut
terdapat frasa kalimat “dapat berupa”, hal ini nmgukkan bahwa sanksi
yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bedsifigtative namun dapat
berupa sanksi lainnya yang disebutkan dalam pasaelut. Sanksi
administrative tersebut dalam perkara a quo mengandrti bahwa sanksi
tersebut merupakan aplikasi usaha untuk menghentkegiatan yang
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau pegan usaha tidak
sehat dan atau merugikan masyarakat. Berdasarkéimlpgngan tersebut di
atas maka tidak terbukti adanya pelanggaran ydaguétan oleh KPPU
dalam menjatuhkan sanksi administrative dalam Butian butir 5 diktum
putusan KPPU. Dengan demikian keberatan Primer kaspAngkatan Laut
Surabaya tidak berasalam hukum.

. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabayastatg KPPU
melanggar ketentuan Pasal 50 huruf | Undang-Unddagior 5 Tahun
1999, Majelis hakim menimbang terbukti bahwa usatgkutan penumpang
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya di Bandaaada Surabaya aalah
merupakan kegiatan usaha berbentuk koperasi yargkwokan kegiatan
usaha dalam pengelolaan Taksi Prima dan Wing did&an Juanda
Surabaya yang melayani pihak ketiga yaitu penumphrigandara Juanda
Surabaya. Sehingga usaha Primer Koperasi Angkaan3urabaya tersebut
tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi yangraekhusus bertujuan
untuk melayani anggotanya sebagaimana dimaksudnd@ssal 50 huruf |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikeoetatan Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya tentang penerapgesal P50 huruf |
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak beralas&arhiudan karenanya
keberatan tersebut di tolak.

. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaytamng unsure pelaku
usaha dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 5 Talf) Majelis Hakim

mempertimbangkan bahwa pertimbangan KPPU mengersaire “pelaku

usaha” adalah pertimbangan yang tepat dan bemtark itu Majelis Hakim

mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sel@g@imbangan hukum
dalam memutus perkara ini. Dengan demikian keberBtamer Koperasi
Angkatan Laut Surabaya tentang unsure pelaku usatem Pasal 17
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak beralas&arhiudan karenanya
keberatan tersebut harus di tolak.

. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaykaite dengan

pernyataan KPPU yang menyatakan Primer Koperasik#nag Laut

Surabaya terbukti secara sah dan meyakinkan medaigsal 17 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan mengesampinghserdaaan Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya sebagai badan hukomerasi yang
dilindungi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa FKP tidak

mengesampingkan keberadaan Primer Koperasi AngKagah Surabaya
sebagai badan hukum koperasi dan tidak ada peleargggpapun yang
dilakukan oleh KPPU dalam memutus perkara a gholsengan dengan
ketentuan PAsal 50 huruf | Undang-Undang Nomor 5ufial999 dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerksiaeraBerdasarkan
pertimbangan tersebut keberatan Primer Koperask#&tag Laut Surabaya
sehubungan dengan ketentuan Pasal 50 huruf | Uddadgng Nomor 5
Tahun 1999 dan Undang-Undang NOmor 25 Tahun 199fartg

Perkoperasian tidak beralasan hukum dan karenkestyaratan tersebut di
tolak.

. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaptamg KPPU telah

keliru dalam penerapan hukum terkait menggolond&ksi Bandara Juanda
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Surabaya dengan mengacu pada ketentuan Peraturariftah Nomor 41

Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan Keputusandvererhubungan
Nomor 43 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkidén, Majelis

Hakim mempertimbangkan dan mencermati putusan KRBlam perkara a
qguo ternyata KPPU tidak pernah menggunakan perateeupa Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2003 tentangydfemggaraan

Angkutan Orang di Jalan sehingga keberatan Prinmgekasi Angkatan

Laut Surabaya dengan alasan tersebut tidak pgrértanbangkan dan harus
dikesampingkan.

. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabayalsengan dengan
penggunaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 gitagkutan Jalan

maupun peraturan pelaksanaan dalam pertimbangarumhukpasar

bersangkutan”, Majelis Hakim mempertimbangkan aldssberatan tersebut
karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sudak bddaku sejak

diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20&%ggal 22 Juni

2009. Majelis Hakim berdasarkan berkas putusan KpRtkara a quo

memperoleh kejelasan bahwa perkara ini berawal kdgyiatan monitoring

guna mendapatkan data dan informasi terkait jakeyqean taksi Bandara
Internasional Juanda Surabaya. Sesuai dengaruReradomisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata EBananganan
Perkara di KPPU, tim monitoring menemukan indikgdanggaran terhadap
Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan d Undang-Undang Nbrmiahun 1999 dan
merekomendasikan untuk dilakukan pemberkasan. ®rpseberkasan
dimulai sejak tanggal 15 Juni 2009. Berdasarkaratfa&rsebut, Majelis

Hakim menyatakan bahwa terbukti proses pemberkagsakara a quo

dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor &2uh 2009.

Perihal azas “ lex posteriori derogate legi prigrfng di sampaikan Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya, harus dipahamvaaturan yang baru

mengesampingkan aturan yang lama, namun aturanbamgersebut tidak
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mengikat peri kehidupan masyarakat atas perbuatamg ytelah

ada/dilakukan sebelum berlakunya aturan yang barselbut. Dengan
pertimbangan tersebut dan mengingat azas legalitéaielis Hakim

menyatakan penggunaan Undang-Undang Nomor 14 Ta88p tentang
Angkutan Jalan maupun peraturan pelaksanaannyandpkatimbangan
KPPU dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikidak ada

kesalahan KPPU dalam melakukan analisa mengenar fessangkutan
perkara a quo sehingga keberatan Primer Koperagkatan Laut Surabaya
harus di tolak.

9. Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabagtamg pertimbangan
putusan KPPU mengenai unsure monopoli dalam R&sdhdang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Hakim menyatakan balRPU telah
mempertimbangkan unsure monopoli sebagaimana kamraidalam
putusannya. Majelis Hakim menilai pertimbangan hmkyang diuraikabn
oleh KPPU telah tepat dan benar dan didasarkan palf-bukti yang
cukup. Dengan demikian keberatan Primer KoperasgkAtan Laut
Surabaya tentang KPPU tidak membuktikan unsure puanotidak
beralasan hukum dan karenanya keberatan tersdéiolakd

10.Keberatan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaytang pertimbangan
hukum KPPU telah keliru mengenai penetapan tamfazgang dilakukan
oleh Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya, Majelakim menyatakan
KPPU telah mempertimbangkan perihal tarif zona ydigriakukan oleh
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya dalam patusa Majelis Hakim
menilai pertimbangan hukum KPPU telah tepat dambeian didasarkan
pada bukti yang cukup. Dengan demikian keberatamder Koperasi
Angkatan Laut Surabaya tentang tarif zona tidakalbean hukum dank

arena itu keberatan tersebut di tolak.

Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan olehliSlaf@kim Perkara
Nomor 01/PDT.KPPU/2010/PN.SDA, maka keberatan ydisgmpaikan
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Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya ditolak kirseluruhnya. Majelis
hakim dalam putusannya menyatakan: Mengadili:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatdok
seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan KPPU Nomor: 20/KPPU-1/2009, gahd0
Maret 2010;

3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaykaize
yang jumlahnya sebesar Rp 175.800,- (seratus il lima ribu
delapan ratus rupiah).

Majelis Hakim PN Sidoarjo dalam mempertimbangkehdtatan Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya terhadap penergaaar bersangkutan dan
pasar geografik telah menggunakan pertimbanganoakiosebagai di sampaikan
dalam pertimbangannyadalam setiap kajian industry, langkah pertama yang
dilakukan adalah menentukan pasar bersangkutan. efean pasar
bersangkutan yang tepat diperlukan untuk mengukuktsir pasar dan batasan
dari perilaku anti persaingan yang dilakukan. Denganengetahui pasar
bersangkutan maka dapat diidentifikasi pesaing aydari pelaku usaha
dominanyang dapat membatasi perilakunya.”

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PN Sidoarjmgeetikan pasar
bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengagkajaan atau daerah
pemasaran tertentu atas barang dan atau jasa yeng atau sejenis atau
substitusi, terdapat dua dimensi produk ditunjutangan “atas barang dan atau
jasa yang sama atau sejenis atau substitusi damdpalan atau jasa tersebut”,
sedangkan dimensi wilayah dinyatakan dengan “ Iltarkadengan jangkauan
atau daerah pemasaran tertentu”. Hal ini menunjikaelis Hakim PN sidoarjo
juga menggunakan analisa ekonomi dalam mempertighlaankeberatan dari
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya sehinggagomekan pertimbangan
hukum KPPU.

Majelis Komisi KPPU dalam pembuktian pelanggarasaPa7 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatén of reason untuk

menilai kegiatan yang dilarang tersebut telah mbénikan dampak terhadap
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persaingan. Dengan menggunakan analisis ekonomia nipat diketahui
kegiatan pelaku usaha yang memiliki posisi monopu&lakukan praktek
monopoli yang berakibat pada berkurangnya persaing&rimer Koperasi
Angkatan Laut Surabaya sebagai satu-satunya opéakisi di Bandara Juanda
Surabaya yang memiliki posisi monopoli berdasarkemjanjian kerjasama
dengan PT Angkasa Pura | (Persero) Cabang Band#eanadsional Juanda
Surabaya, telah menggunakan posisinya untuk mergftapelaku usaha taksi
lainnya untuk beroperasi di pasar bersangkutamuaretapkan tarif berdasarkan
zona bukan dengan argometer. Pembuktian Majelis isloKPPU tersebut
dikuatkan sehingga pertimbangan hokum keberatam BEemer Koperasi
Angkatan Laut Surabaya dikesampingkan oleh Mal¢disim PN Sidoarjo.

Proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis KorKiBPU telah
diambil alih oleh Majelis Hakim PN Sidoarjo dalamemeriksa dan memutus
perkara keberatan berdasarkan pertimbangan-perigabasebagaimana telah
diuraikan dalam putusan perkara KPPU Nomor 20/KRRQR9. Tidak ada
satupun pertimbangan hukum putusan KPPU Nomor ZOKF2009
dikesampingkan oleh Majelis hakim PN Sidoarjo sghapembuktian praktek
monopoli yang dilakukan oleh Primer Koperasi Angkataut Surabaya telah
dikuatkan secara hukum. Dengan demikian, prosesbymn pelanggaran
praktek monopoli yang dilakukan KPPU telah benamnad.

. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139
K/PDT.SUS2011

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SigoBerkara Nomor
01/PDT.KPPU/2010/PN.SDA yang menolak permohonanetahn Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya dan menguatkans&utlKPPU Nomor
20/KPPU-1/2009, Primer Koperasi Angkatan Laut Sasabtidak menerima dan
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun yamgaahekeberatan dalam

kasasi tersebut sebagai berikut:
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. Keberatan atas pertimbangan Majelis Komisi KPPU geeai penentuan
pasar geografik dan pasar bersangkutan pada perkaa@bagaimana yang
dijabarkan dalam putusan KPPU. Primer Koperasikatan Laut Surabaya
tidak melakukan monopoli atas layanan taksi bandara

. Keberatan atas pertimbangan Majelis Komisi KPP Uatgg angkutan umum
yang dikelola oleh Primer Koperasi Angkatan Lautabaya di Bandara
Juanda adalah angkutan umum yang berbentuk taksi.

. Majelis Komisi KPPU telah melanggar ketentuan Pd3ahyat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999;

. Majelis Komisi KPPU telah melanggar ketentuan P&8@l huruf (i)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengamanat{zamgai berikut
“yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang adialah kegiatan
usaha koperasi yang secara khusus bertujuan urdiayami anggotanya.”

. Majelis Komisi KPPU dalam menjatuhkan putusan telaliru dalam
penerapan hukum , terutama unsur-unsur Pasal 1@ndrAdndang Nomor 5
Tahun 1999 karena hanya berdasarkan LHPL dan maikgabfakta-fakta
hukum yang terungkap di persidangan.

. Majelis Komisi KPPU telah keliru menerapkan hukuang menyatakan
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya terbuktiasecsah dan
meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomdalun 1999
dengan mengesampingkan keberadaan Primer Kopenmagkaten Laut
Surabaya sebagai badan hukum koperasi yang dilghdusahanya oleh
Pasal 50 huruf (i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1699ndang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

. Majelis Komisi KPPU telah keliru dalam menerapkankdm dengan
menggolongkan Taksi Bandara Juanda dengan mengata letentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentargkuwtan Jalan dan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2088tamg
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan denganafaaa Umum.
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Majelis Komisi KPPU telah keliru dalam pertimbanghokumnya poin
1.2.4.8 yang menyebutkan pasar bersangkutan padearpeini jasa
angkutan taksi yang beroperasi di wilayah Bandasada Surabaya dengan
menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992ngritalu Lintas
dan Angkutan Jalan maupun peraturan pelaksanaannya.

Majelis Komisi KPPU telah keliru dalam menerapkarkdim poin 1.3.47
yang menyebutkan Primer Koperasi Angkatan Lautalsaya memiliki
posisi monopoli dalam pengelolaan Taksi Bandarada&urabaya.
Majelis Komisi KPPU telah keliru dalam penerapankuma pada
pertimbangan hukumnya poin 1.5.4.6 mengenai tavifiazoleh Primer
Koperasi Angkatan Laut Surabaya dianggap sebagatukbemonopoli
karena tidak ada dasar hukumnya.

Atas keberatan yang di ajukan oleh Primer Kopekagikatan Laut Surabaya,

Mahkamah Agung telah menyampaikan alasan-alasasmdalertimbangan

hukumnya. Dalam pertimbangan hukumnya menyatakawdalasan-alasan

kasasi dari Primer Koperasi Angkatan Laut Surak&dek dapat dibenarkan

dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.

2.

4,

10 (sepuluh) keberatan kasasi yang diajukan Prikogrerasi Angkatan
Laut Surabaya yang berisi hal-hal yang telah dipédngkan dengan
benar oleh judex facti yang menguatkan putusan KPPU

Alasan serta pertimbangan judex facti sudah beaitn penerapan hukum
Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005;

Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya berikut &@gi usahanya
dalam perkara a quo bukan termasuk kegiatan usahg@ gikecualikan
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 50 hurufarigndndang Nomor
5 tahun 1999;

Judex facti telah tepat dan benar dalam meneraplieummnya.

UniversitasIndonesia

Praktek monopoli..., Akhmad Muhari, FHUI, 2012



103

Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung Ré&pulridonesia
memutuskan dan mengadilMenolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi: Primer Koperasi Angkatan Laut Surabayadbis;

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakaexjuecti
telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum atasgm KPPU Nomor
20/KPPU-1/2009 terhadap pelanggaran Pasal 17 Undawxgng Nomor 5
Tahun 1999. Pertimbangan hukum Majelis Komisi KPRldg diambil alih
seluruhnya oleh Majelis Hakim PN Sidoarjo telahategian benar. Judex facti
dalam memutus perkara a quo tidak bertentangaraddmgkum atau undang-
undang. Sehingga judex facti yang menguatkan potus®PU tidak
melanggar undang-undang. Dengan keluarnya putusaask Mahkamah
Agung Republik Indonesia atas Putusan KPPU Nom4«{RP2®U-1/2009 telah
mempunyai kekuatan hukum tetapkfach.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam penelitian dalam bab-bbblemnya, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa layanan taksi bandara sebagai penunjang d&edi@bandarudaraan
bukan merupakan kegiatan yang dikecualikan menumtiang-Undang
Nmor 5 Tahun 1999 baik Pasal 50 maupun pasal 51.irfHleberkaitan
dengan pelaku usaha atau terlapor dalam PutusaRb& K®mor 20/KPPU-
[/2009 dan Putusan Nomor 28/KPPU-1/2007 tentang jaganan taksi di
Bandara Juanda Surabaya dan Kota Batam serta Bamtlarg Nadim
merupakan badan hukum berbentuk koperasi. Berdas&éasal 50 huruf (i)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan usaparkei yang secara
khusus bertujuan melayani anggotanya, sedangkaamdpkrkara a quo,
koperasi tersebut melayani pihak ketiga dan menkatintungan serta
bersaing dengan sesama anggota di pasar bersamgfartg sama. Oleh
karena tindakan para pelaku usaha tergabung datgrerdsi merupakan
perbuatan yang tidak dikecualikan menurut Undandddg Nomor 5 Tahun
1999. Perbuatan dan kegiatan koperasi tersebiit nedamenuhi pelanggaran
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keyiatperasi tersebut
juga tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan P&%alUndang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 karena kegiatan tersebut tekguasai hajat hidup

orang banyak.

2. Proses pembuktian pelaku usaha yang melakukanegrakinopoli meliputi
unsur-unsur sebagai berikut pelak usaha, barangadanjasa, Penguasaan
atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atudi@n Mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingaahastidak sehat.

Pembuktian praktek monopoli yang dilakukan KPPU ggemakan
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pendekatan rule of reasonyang mana pembuktian tersebut harus melalui
pembuktian struktur, perilaku dan dampak terhadapgingan. Pembuktian
struktur pasar dilakukan dengan menentukan defipgsiar bersangkutan
berdasarkan pasar produk dan pasar geografik. aBetdiketahui pasar
bersangkutan, maka dilakukan penilaian terhadagsiposonopoli pelaku
usaha tersebut. KPPU harus membuktikan posisi n@dinpelaku usaha
dalam pasar bersangkutan. Hal ini untuk mengetbbtapa pelaku usaha
yang berusaha di dalam pasar bersangkutan sehailgyadapat diketahui
pangsa pasar dari pelaku usaha tersebut. Akibajpdsisi monopoli maka
timbul praktek monopoli yang kemudian harus dibketi. Perilaku mana
yang dilakukan pelaku usaha yang mengakibatkantgkakonopoli yang
mengakibatkan berkurang atau tidak adanya persaingamer Koperasi
Angkatan Laut Surabaya sebagai operator taksaddBra Juanda Surabaya
dan Koperasi Karyawan Otorita Batam sebagai opetatsi di Bandara
Hang Nadim telah memonopoli jasa layanan taksi #andPraktek monopoli
yang dilakukan perlu dibuktikan adanya dampak taibgoersaingan. Sesuai
dengan pendekatanrule of reason maka perlu dilakukan pembuktian
terhadap dampak yang timbul dari praktek monojgalah satu bukti adanya
perilaku praktek monopoli adalah adanya dampakat&h persaingan.
Untuk menentukan dampak, KPPU menggunakan 2 (derajgkatan yaitu
Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kkpaesaing nyata
maupun pesaing potensial dan Perilaku yang memi&mnpak negartif
langsung kepada mitra transaksi (konsumen). Depgaisi monopolinya,
Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya sebagaatgetaksi di Bandara
Juanda Surabaya dan Koperasi Karyawan Otorita Battvagai operator
taksi di Bandara Hang Nadim telah menetapkan takgi berdasarkan zona
meskipun tidak ada kewenangan bagi pelaku usalsa uakuk menentukan
tarif. Tindakan ini telah merugikan konsumen karédak mendapat pilihan

untuk menggunakan taksi berargometer. Dengan pmsisopolinya Primer
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Koperasi Angkatan Laut Surabaya dan Koperasi KeayaOtorita Batam
telah menghalangi pelaku usaha taksi lainnya uitekoperasi di pasar
bersangkutan sehingga tidak ada persaingan.

3. Pendekatarrule of reason yang digunakan dalam pembuktian perilaku
praktek monopoli untuk menentukan dampak dari g@ewilmonopoli itu
sendiri yang dilakukan oleh KPPU terbukti efektifal ini terlihat dari proses
keberatan yang dilakukan oleh Primer Koperasi Atgk Laut Surabaya
yang oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, pertimbarigdum dalam memutus
perkara ini telah diambil alih seluruhnya dan difad pertimbangan dalam
putusan keberatan. Putusan KPPU Nomor 20/KPPU%20¢ang
menyatakan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabalgh tmelanggar Pasal
17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah dikuatkidal ini
menunjukkan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah sepadangan KPPU
mengenai pembuktian perilaku praktek monopoli. Balproses kasasi
putusan perkara a quo, Mahkamah Agung telah mekarepertimbangan
hukum bahwa judex facti tidak salah dalam menemaphkakum dalam
menangani perkara keberatan putusan KPPU. Sehmggaan Pengadilan
Negeri Sidoarjo atas perkara keberatan terhadaps&utKPPU Nomor
20/KPPU-1/2009 yang dimintakan kasasi oleh Primepdétasi Angkatan
Laut Surabaya telah ditolak seluruhnya. Mahkamahungg telah
membenarkan putusan judex facti atas putusan KRIP&Ekut. Putusan
KPPU Nomor 20/KPPU-1/2009 saat ini telah berkekmataukum tetap
(inkrachy.

B. SARAN

1. Praktek monopoli sering terjadi karena adanya pearbé&ewenangan oleh

otoritas lembaga kepada pelaku usaha. Dengan keganayang dimiliki
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maka pelaku usaha tersebut bertindak dengan caepuap untuk
mempertahankan monopolinya. Oleh karena itu, KPB&bagai lembaga
yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomoatum 1999 untuk
melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha agatakegang dilakukan
tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor iifd!999.

. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan dapateamlkanbsaran dan
pertimbangan kepada pemerintah mengenai kegiatag texkait dengan
essential facility untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip persamg
usaha yang sehat. Hal ini untuk menghindari kebnakang dikeluarkan

berdampak anti persaingan.

. Diharapkan KPPU untuk lebih melakukan sosialisasiddhg-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 kepada seluruh hakim mengemaieprpemeriksaan
dan pembuktian perkara di KPPU. Hal ini akan merabdiknensi baru bagi
hakim dalam memutus perkara persaingan usaha depgarbuktian

menggunakan penerapan dan pendekatan analisis rekalaam perkara
praktek monopoli. Hal ini untuk membantu hakim dalamenilai

pelanggaran tidak hanya berdasarkan bunyi pasal-pasebut, tetapi juga

menggunakan analisis ekonomi.
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